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I. PENDAHULUAN
l.1. Latar Belakang

Setahun pelaksanaan otonomi daerah sejak | Januari
2001 telah memunculkan aneka persoalan yang sudah
dikemukakan oleh berbagai pengamat dan praktisi. Ber-
bagai penelitian juga sudah dilakukan dengan cakupan
dan fokus yang beraneka ragam.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD) sendiri juga sudah mengungkapkan berbagai
persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi
daerah berdasarkan analisis yang dilakukannya terhadap
berbagai Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemer-
intah daerah.

Untuk keperluan praktis karena cepat bergulirnya
waktu, artikulasi persoalan-persoalan tersebut dilakukan
tanpa perlu menunggu dipahami pola-pola yang lebih
spesifik yang berkaitan dengan kebermasalahan Perda-
Perda. Bersama berbagai lembaga yang selama ini juga
melakukan kegiatan monitoring, hal ini dilakukan untuk
mencegah meluasnya persoalan yang pada tingkat ter-
tentu sebetulnya sudah jelas dan sudah harus dicegah.

Setelah berbagai persoalan dibiarkan mengungkap ke
atas permukaan, tampaknya perlu ada upaya untuk me-
mahami persoalan-persoalan tersebut secara lebih sis-
tematis dan menemukan pola serta kecenderungannya.
Hal ini diperlukan untuk mengarahkan fokus dari langkah
-langkah yang harus diambil dalam mencegah, mengatasi,
dan mengendalikan munculnya persoalan-persoalan se-
rupa di masa datang. Pelaporan hasil analisis ini diharap-
kan menjadi bagian dari upaya memahami kompleksitas
persoalan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi
daerah, lebih khusus lagi soal peraturan daerah, dengan
cara yang diharapkan cukup sistematis, yang dapat men-

gungkap pola serta kecenderungan-kecenderungan uta-
manya.

1.2. Tujuan Umum

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk menemukan
kecenderungan-kecenderungan utama kebermasalahan
berbagai peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah
daerah-pemerintah daerah di Indonesia.

1.3. Tujuan - Tujuan Spesifik

Secara spesifik, analisis dilakukan untuk melihat:

I. Sejauh mana persoalan-persoalan yang terkait den-
gan peraturan daerah dapat dibedakan antara per-
soalan prinsip, persoalan substansi, dan persoalan
teknis, sehingga dapat digambarkan tingkat ke-
seriusan dari persoalan-persoalan yang ditampilkan
oleh Perda-Perda yang ada.

2. Sejauh mana persoalan-persoalan yang selama ini
dianggap sebagai persoalan prinsip seperti pelangga-
ran prinsip free internal trade, double taxation, dan
validitas Perda sebagai mekanisme dapat mencapai
tujuan pembangunan dapat digambarkan persebaran
dan keseriusannya.

3. Sejauh mana persoalan-persoalan substansi dapat
dikenali dengan lebih jauh serta digambarkan perse-
baran dan keseriusannya.

4. Apakah ada pola-pola kebermasalahan yang berbeda
antar berbagai jenis peraturan daerah.

5. Apakah bobot dari persoalan-persoalan yang ada
dapat ditimbang dalam kaitannya dengan kadar pe-
nuntunan dari Pemerintah Pusat?
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1.4. Signifikansi

Analisis ini diharapkan berguna untuk:

I. Pemerintah Pusat, sebagai masukan bagi perumusan
dan pengendalian kebijakan secara lebih terfokus;

2. Pemerintah daerah, sebagai masukan, baik dalam
meninjau kembali Perda-Perda yang telah dibuat
maupun dalam menuntun pembuatan kebijakan-
kebijakan baru;

3. Berbagai lembaga monitoring dan media massa, se-
bagai masukan bagi pemilihan fokus monitoring dan
kontrol;

4. KPPOD sendiri, sebagai bagian dari upaya pengem-
bangan kapasitas, baik dalam exercise kerangka dan
metode yang digunakan maupun dalam pengetahuan
mengenai fakta otonomi daerah yang menjadi obyek
pemantauannya.

II. METODOLOGI
2.1. Desain

Analisis dilakukan dengan mengikuti panduan anal-
isis produk hukum daerah yang sejauh ini dibuat sebagai
standar oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah (KPPOD). Sebagaimana panduan yang diikuti,
analisis dilakukan atas obyek Perda, keharmonisan pen-
gaturan-pengaturan yang ada dalam Perda dengan pro-
duk hukum di atasnya dan atau produk hukum lainnya,
dan efek yang diperkirakan akan ditimbulkan oleh Perda
tersebut atas kepentingan umum.

Dengan demikian, paling tidak, ada 3 konsep yang
dioperasionalkan, yang sejak awal tidak hendak dide-
finisikan dengan kaku: obyek, harmoni dengan produk
hukum yang lebih tinggi dan atau produk hukum lainnya,
dan kepentingan umum. Analis diberikan ruang yang
relatif bebas untuk menangkap persoalan yang terkait
dengan ketiga kategori tersebut walaupun dengan tetap
memperhatikan beberapa panduan teknis.

Tentang obyek, panduan teknisnya adalah:

e Perhatikan, apakah ada pertentangan atau ketidak-
sesuaian antara obyek pungutan dan isi pasal-pasal
lainnya;

e Apakah tujuan yang hendak dicapai dengan pember-
lakuan produk hukum tersebut sesuai dengan ma-
teri atau isi yang diatur dalam Perda; dan

Apakah pasal yang mengatur tentang obyek pajak/
retribusi sesuai dengan masing-masing obyek yang dike-
nakan retribusi dalam pasal-pasal yang mengatur men-
genai tarif/dasar pengenaan tarif.

Tentang harmoni dengan produk hukum yang lebih
tinggi atau produk hukum lainnya, panduan teknisnya

adalah:

e Periksa kelengkapan yuridis formal dari produk hu-
kum yang dianalisis, apakah sudah sesuai dengan per-
syaratan yang ditetapkan UU No. 34 Tahun 2000.
Apabila ada yang tidak sesuai atau tidak lengkap, tu-
liskan hak yang tidak sesuai atau tidak lengkap;

e Khusus untuk retribusi, perhatikan apakah produk
hukum tersebut mencantumkan golongan retribusi
atau tidak. Bila sudah mencantumkan golongan retri-
busi, apakah golongan retribusi yang sudah dican-
tumkan sesuai dengan pengertian masing-masing
golongan retribusi;

e Periksa, apakah ada pasal-pasal yang saling berten-
tangan dan atau bertentangan dengan produk hukum
yang lebih tinggi atau produk hukum lainnya.

e Periksa, apakah obyek yang dikenakan pajak atau
retribusi tersebut sesuai dengan prinsip atau filosofi
pajak atau retribusi.

e Periksa, apakah obyek yang dikenakan pajak atau
retribusi bukan merupakan obyek pajak atau retri-
busi level pemerintahan di atasnya.

Tentang kepentingan umum, panduan teknisnya
adalah:

e Periksa, apakah obyek dan dasar pengenaan pajak
atau retribusi tidak bertentangan dengan kepentin-
gan umum.

Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengidentifi-
kasi jenis-jenis permasalahan dari setiap Perda. Jenis-
jenis permasalahan ini dicoba diformulasikan secara be-
bas, walaupun dengan tetap memperhatikan hasil identi-
fikasi permasalahan pada tahap awal yang sudah dilaku-
kan oleh KPPOD.

Jenis-jenis permasalahan yang kemudian menjadi dasar
untuk analisis kuantitatif itu adalah:

I. Hambatan pada lalu lintas perdagangan dalam negeri;
2. Efek pungutan ganda;

3. Validitas sebagai mekanisme pencapai tujuan yang
diklaim;

Kejelasan prosedur dan birokrasi;

Kejelasan obyek Perda;

Kewajaran tarif dan atau struktur tarif;
Diskoneksi isi-tujuan;

Kelengkapan yuridis;

Kepastian masa berlaku izin;

10. Kejelasan hak dan kewajiban subyek pungutan;

I'l. Kejelasan subyek;

[2. Akses masyarakat kecil;

[3. Kemitraan yang bersifat wajib;

[4. Relevansi acuan yuridis.
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Kualifikasi kebermasalahan ditentukan dengan men-
gacu pada ke-14 jenis permasalahan di atas. Jenis per-
masalahan | sampai 3 masuk dalam kualifikasi berma-
salah secara prinsip; jenis permasalahan 4 sampau |3
masuk dalam kualifikasi bermasalah secara substansi;
dan jenis permasalahan 14 masuk dalam kualifikasi ber-
masalah secara teknis. Di luar itu, Perda yang tidak ber-
masalah dimasukkan dalam kualifikasi tidak bermasalah.

2.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini semata me-
rupakan data sekunder yang berbentuk Peraturan
Daerah dan/atau Surat Keputusan Bupati dan/atau
Keputusan Gubernur.

2.3. Gambaran Umum Obyek Analisis

Seluruhnya ada 351 produk hukum, 340 di anta-
ranya adalah peraturan daerah dan sisanya sebanyak ||
adalah SK Bupati dan/atau Keputusan Gubernur. Untuk
menjaga kesetaraan obyek yang dianalisis, maka fokus
diberikan kepada 340 peraturan daerah.

Dari 340 Perda yang dianalisis, ada 51 Perda (15 %)
yang mengatur soal pajak daerah, 233 Perda (69 %)
yang mengatur soal retribusi daerah, dan 56 Perda (16
%) yang tidak berkaitan langsung dengan baik pajak
maupun retribusi daerah. Untuk mudahnya, kategori
yang terakhir ini disebut Perda non-pajak non retribusi.

2.4. Gambaran Persebaran Wilayah dari Obyek
Analisis

Perda-Perda yang dianalisis dibuat oleh Pemerintah
Kabupaten/Pemerintah Kota/Pemerintah Propinsi di 28
propinsi.

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dianalisis
bervariasi dari | sampai 26 antar-propinsi, dengan jum-
lah terbanyak (yang dianalisis) ditunjukkan oleh Daerah
Istimewa Aceh (27), diikuti oleh Propinsi Jawa Barat
(26), Propinsi Banten (25), Propinsi Sumatera Selatan
(22), Propinsi Gorontalo, Propinsi Irian Jaya, Propinsi
Jambi, Propinsi Jawa Timur (masing-masing berjumlah
20), Propinsi Nusa Tenggara Timur (19), Sumatera
Utara (18), dan Kalimantan Timur (16). Dengan gam-
baran penyebaran propinsi “penghasil” Perda seperti
itu, maka, walaupun Perda-Perda yang dianalisis tidak
diambil berdasarkan prosedur sampling tertentu yang
secara serius mempertimbangkan keterwakilan suatu
keadaan umum Indonesia, analisis atas Perda-Perda yang
ada, pada tingkat tertentu, dapat memberikan gambaran
yang representatif atas keadaaan Perda-Perda yang diha-
silkan di Indonesia.

Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota
yang membuat Perda-Perda yang dianalisis juga bervari-
asi antar-propinsi. Jumlah itu bervariasi dari | sampai 10
antar-propinsi, dengan jumlah Pemerintah Kabupaten/
Pemerintah Kota terbanyak ditunjukkan oleh Propinsi
Jawa Barat (10), diikuti Propinsi Jawa Timur dan Propinsi
Nusa Tenggara Timur (masing-masing 7), Propinsi Bali,
D.l. Aceh, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Sulawesi
Tengah, dan Propinsi Sumatera Utara (masing-masing 5).

Ill. HASIL ANALISIS TENDENSI KEBERMA-
SALAHAN
3.1. Umum

Dari 340 Perda yang dianalisis, ada 31 % Perda yang
tidak bermasalah, 17 % Perda yang bermasalah teknis, 42
% Perda yang bermasalah substansi, dan 10 % Perda
yang bermasalah secara prinsip (lihat Tabel 3.1.).

Dengan demikian, secara keseluruhan Perda-Perda
yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan berma-
salah lebih tinggi daripada tidak bermasalah. Ada 31 %
Perda yang bermasalah sedangkan sisanya 69 % berma-
salah, baik secara prinsip, substansi, maupun teknis.

Kecenderungan ini tetap tampak kuat, bahkan jika
kita menggunakan jumlah Perda yang bermasalah sub-
stansi dan bermasalah secara prinsip (kualifikasi keber-
masalahan 3 dan 4) sebagai indikator. Ada 52 % Perda
yang berada pada kualifikasi 3 dan 4, sementara kualifi-
kasi | dan 2 hanya didukung 48 % Perda.

Namun demikian, tendensi kebermasalahan yang
dilihat dengan menggunakan tolok ukur sederhana ini
(besarnya kualifikasi 3 dan 4 dibandingkan dengan be-
sarnya kualifikasi | dan 2) bervariasi antar-kelompok.
Perda non-pajak non-retribusi memperlihatkan ke-
cenderungan bermasalah paling tinggi (75 %), dibanding-
kan dengan Perda retribusi yang hanya 49 % dan Perda
pajak daerah yang juga 45 %.

Perda-Perda memperlihatkan kecenderungan utama
untuk bermasalah secara substansi. Kecenderungan ini
diperlihatkan secara konsisten pada ketiga kelompok
Perda. Pada Perda pajak daerah, ada 37 % Perda yang
bermasalah substansi. Bersama kualifikasi tidak berma-
salah, nilai 37 % ini merupakan nilai tertinggi. Pada Perda
retribusi daerah, ada 38 % Perda yang memperlihatkan
masalah substansi, dan ini merupakan nilai yang tertinggi.
Lebih lagi pada Perda non-pajak non-retribusi, ada 66 %
yang memperlihatkan masalah substansi.

Perda-Perda dengan kualifikasi tidak bermasalah me-
nempati urutan kedua dari segi jumlah dan(?)
mengkontribusi 31 % dari keseluruhan Perda. \ "



Tabel 3.1. Perda menurut Kualifikasi Kebermasalahan

Tabel 3.3. Jenis-Jenis Permasalahan Perda yang Bermasalah Substansi

No Kualifikasi Pajak Retribusi Non Pajak Total
Kebermasalahan Daerah Daerah Non Retribusi

Jlh. % | Jlh. % Jih. % Jlh. %
1. | Tidak Bermasalah 19 37 72 31 12 21 103 31
2. | Bermasalah Teknis 9 18 47 20 2 4 58 17
3. | Bermasalah 19 37 88 38 37 66 144 42

Substansi

4. | Bermasalah Prinsip 4 8 26 11 5 9 35 10

51| 100( 233| 100 56 100 340 | 100

Perbandingan antar-kelompok menunjukkan bahwa
Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan kecenderun-
gan tidak bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan
Perda-Perda retribusi daerah dan Perda-Perda non-
pajak non-retribusi.

Kualifikasi bermasalah secara prinsip merupakan
kualifikasi dengan jumlah Perda paling sedikit (10 %).
Akan tetapi, tentu saja signifikansi kualifikasi keberma-
salahan ini tidak boleh diabaikan. Perbandingan antar-
kelompok menunjukkan bahwa Perda retribusi mem-
perlihatkan kecenderungan bermasalah secara prinsip
paling tinggi, diikuti Perda non-pajak non-retribusi, dan
akhirnya Perda pajak.

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip, seba-
gaimana diasumsikan dalam penelitian ini, adalah Perda-
Perda yang memperlihatkan permasalahan dalam hal
hambatan terhadap lalu lintas perdagangan, efek pungu-
tan ganda yang ditimbulkan, dan validitas Perda sebagai
mekanisme dalam mencapai tujuan yang diklaim. Dari
35 Perda yang bermasalah secara prinsip, Ada 46 %
Perda memperlihatkan permasalahan dalam hal ham-
batan terhadap lalu lintas perdagangan, 37 % dalam hal
efek pungutan ganda yang ditimbulkan, dan 31 % dalam
hal validitas sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan
yang diklaim (Tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Jenis-Jenis Permasalahan Perda yang Bermasalah Prinsip

No Jenis Permasalahan Perda Perda Non Pajak Total (n=195)
Pajak Retribusi | Non Retribusi | Jumlah %
1. | Kewajaran Tarif 11 31 3 45 23
Struktur Tarif
2. | Kejelasan Obyek 5 27 2 34 17
3. Kejelasan Birokrasi - 24 16 40 21
4, Kejelasan Hak dan 3 18 20 41 21
Kewajiban Wajib
Pungutan
5. | Kelengkapan Yuridis 1 9 3 13 7
6. | Diskoneksi Isi-Tujuan - 9 1 10 5
7. | Masa Laku Izin - 7 2 9 5
8. | Kejelasan Subyek 1 5 1 7 4
9. | Fokus 11 - - 11 6

Ada juga variasi antar-kelompok. Sementara persoa-
lan kewajaran tarif merupakan persoalan yang paling
menonjol pada Perda pajak dan Perda retribusi, persoa-
lan kejelasan hak dan kewajiban wajib pungutan meru-
pakan persoalan yang paling menonjol pada Perda non-
pajak non-retribusi. Juga, sementara persoalan kejelasan
birokrasi tidak terlihat pada Perda pajak daerah, persoa-
lan ini justru menonjol pada Perda retribusi daerah dan
Perda non-pajak non-retribusi.

Pada berbagai bagian dalam analisis ini juga akan
dikemukakan perbedaan tampilan antara jenis-jenis
Perda yang disarankan oleh peraturan perundangan yang
di atasnya (terutama PP 65/2001 tentang Pajak Daerah
dan Perda 66/2001 tentang Retribusi Daerah) dan jenis-
jenis Perda yang tidak termasuk yang disarankan. Anal-
isis-analisis itu memperlihatkan kecenderungan berma-
salah lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis Perda
yang disarankan.

Tabel 3.4, Perbandingan antara Perda-Perda
vang Listed dan Non-Listed dalam PP 66/2001

No Jenis Permasalahan Perda Perda Non Pajak Total (n=35)

Pajak Retribusi | Non Retribusi | Jumlah %
1. Hambatan Perdagangan 1 12 3 16 46
2. | Pungutan Ganda 3 7 3 13 37
3. | Validitas - 9 2 11 31

Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan jenis permasalahan yang lebih bervariasi. Pada
Tabel 3.3. dicantumkan jenis-jenis permasalahan yang
menonjol. Detailnya dapat dilihat pada penjelasan tiap
bagian, akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa
persoalan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejela-
san birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan kewajiban
para wajib pungutan, dan kejelasan obyek merupakan
permasalahan-permasalahan substansi yang penting.

Kualifikasi Listed Non-Listed
Kebermasalahan A B | % | A| B| C| JL| %
1. | Tidak Bermasalah 15| 65| 80| 39| 4 7112 23 17
2. | Bermasalah Teknis 9] 43 52 25| - 4 2 6 5
3. | Bermasalah Substansi 18| 51 69 34| 1| 37| 37| 75| 56
4. | Bermasalah Prmsip 2 3 5 20 2] 23 5] 30| 22
Total 44 | 162 | 206 | 100 | 7| 71| 56| 134 100
Keterangan: A: Perda pajak daerah: B: Perda retribusi daerah; C: Perda non-pajak non retribusi::
J1.: jumlah.

3.2. Perda Pajak Daerah

Dari 51 Perda pajak daerah yang dianalisis, 44 di
antaranya termasuk yang disarankan PP 65/2001 dan 7
di antaranya yang tidak disarankan.

Secara keseluruhan, dari 5| Perda tersebut, ada 8 %
Perda yang bermasalah secara prinsip, 37 % Perda yang
bermasalah substansi, 18 % Perda yang bermasalah tek-
nis, dan 37 % Perda yang tak bermasalah.

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip mem-
perlihatkan persoalan dalam efek pungutan ganda
yang ditimbulkan (3 Perda) dan pelanggaran prin- (;>




Tabel 3.5. Tendensi kebermasalahan Perda-Perda Pajak Daerah

Jumlah sub-kelompok
Kualifikasi Listed Non-Listed Jumlah Persentase
No. Kebermasalahan dalam PP dalam PP (Jlh. A
65/2001 65/2001 +Jlh. B)
Jih. % | Jlh. %
A B
1. Tidak Bermasalah 15 34 4 57 19 37
2, Bermasalah Teknis 9 20 - - 9 18
Perlu Revisi
3. Bermasalah Substansi 18 41 1 14 19 37
Perlu Revisi
4, Bermasalah Prinsip 2 5 2 29 4 8
Perlu Dibatalkan
Total 44 | 100 7 100 51 100

sip internal free trade (| Perda).

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip
tersebut adalah:

I. Perda Kota Cirebon No. 7 Tahun 1998 tentang
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan GC;

2. Perda Kabupaten Ogan Komering llir No. |5 Tahun
2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah;

3. Perda Kota Padang No. 27 Tahun 1997 tentang
Pajak Bahan Galian Golongan C;

4. Perda Kabupaten Tolitoli No. 25 Tahun 2001 ten-
tang Pajak Komoditi;

Perda-Perda yang bermasalah substansi (19 Perda)
memperlihatkan persoalan dalam hal kewajaran tarif
dan struktur tarif (I | Perda), kejelasan obyek (5 Perda),
kejelasan isi (3 Perda), kelengkapan yuridis (I Perda),
kejelasan subyek (| Perda), dan relevansi acuan yuridis
(8 Perda). Sementara 9 Perda yang bermasalah teknis
memperlihatkan persoalan dalam relevansi acuan yuridis
yang digunakan (Lihat Tabel 3.6.)

Tabel 3.6. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Pajak Daerah

No Jenis Pelanggaran Jumlah Persentase
(n=51) (%)
1. | Free internal irade 1 2
2. | Double taxation 3 6
3. | Validity -
4. | Monopoli - -
5. | Birokrasi Perizinan - -
6. | Kejelasan Obyek 5 10
7. | Kewajaran Tarif 11 22
8. | Diskoneksi isi-tujuan - -
9. | Kelengkapan Yuridis 1 2
10. | Masa Laku Izin - -
11. | Hak dan Kewajiban Wajib 3 6
Retribusi
12. | Kejelasan Subyek 1 2
13. | Akses Masyarakat Kecil - -
14. | Kemitraan Wajib - -
15. | Double taxation sebagian - -
obyek
16. | Judul - -
17. | Acuan vuridis 17 33
18. | Tidak ada masalah 19 37

Secara umum Perda pajak daerah lebih memperli-
hatkan kecenderungan tidak bermasalah daripada ber-
masalah. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 55 %
Perda menunjukkan kualifikasi tidak bermasalah dan ber-
masalah teknis (masing-masing 37 % dan 18 %). Ke-
cenderungan ini berlaku baik untuk Perda pajak daerah
yang Listed maupun yang non-Listed dalam PP 65/2001.

Pembedaan pajak daerah yang Listed dan non-Listed
dengan demikian tidak relevan dalam kaitan dengan ten-
densi kebermasalahan Perda pajak daerah.

3.3. Perda Retribusi Daerah

Dari 233 Perda retribusi daerah yang dianalisis, 31 %
di antaranya tidak bermasalah, 20 % bermasalah teknis,
38 % bermasalah substansi, dan || % bermasalah secara
prinsip.

Perda-Perda retribusi daerah yang tidak bermasalah
lebih banyak ditemukan pada golongan retribusi jasa
umum dan retribusi jasa usaha. Pada golongan retribusi
jasa umum terdapat 21 Perda yang tidak bermasalah,
yang merupakan 50 % dari keseluruhan Perda retribusi
jasa umum. 31| Perda retribusi lainnya yang tidak berma-
salah ditemukan di golongan retribusi jasa usaha, yang
merupakan 42 % dari keseluruhan Perda retribusi jasa
usaha. Pada golongan retribusi perizinan tertentu dite-
mukan hanya |5 Perda yang tidak bermasalah, yang me-
rupakan 17 % dari keseluruhan Perda retribusi perizinan
tertentu. Pada Perda-Perda retribusi di luar ketiga
golongan tersebut, tidak ditemukan Perda yang tidak
bermasalah.

Pada kedua subkelompok Perda retribusi daerah
yang disebut terakhir (perizinan tertentu dan subkelom-
pok di luar ketiga golongan) justru banyak ditemukan
Perda dengan kualifikasi bermasalah secara prinsip dan
bermasalah substansi. Seluruh 19 Perda retribusi di luar
3 golongan memperlihatkan sifat kebermasalahan pada
kedua kualifikasi tersebut. Sedangkan pada retribusi per-
izinan tertentu, ada 70 % yang memperlihatkan kedua
sifat kebermasalahan yang serius ini.

Tampilan ini berbeda secara signifikan dengan Perda-
Perda retribusi jasa umum dan Perda-Perda reetribusi
jasa usaha. Kedua kualifikasi kebermasalahan (prinsip dan
substansi) ini hanya merupakan 29 % dari Perda retribusi
jasa umum dan 27 % dari Perda retribusi jasa usaha
(Lihat Tabel 3.7.).

Dengan demikian, yang paling signifikan mengkontribusi
permasalahan pada Perda retribusi daerah adalah Perda-
Perda yang termasuk dalam golongan retribusi ,
perizinan tertentu dan Perda-Perda yang tidak (7)



termasuk dalam 3 golongan yang disebut dalam PP No.
66 Tahun 2001.

Di luar persoalan-persoalan prinsip (pelanggaran
prinsip free internal trade, double taxation, dan validitas
Perda sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang dik-
laim), dan di luar persoalan teknis relevansi acuan yu-
ridis yang digunakan, terdapat berbagai jenis persoalan
substansi.

Tabel 3.7. Tendensi Kebermasalahan Perda-Perda Retribusi Daerah

Tabel 3.8. Jenis-Jenis Permasalahan Perda Retribusi yang Bermasalah Substansi

No Kualifikasi J. Umum 1. Usaha Perij. T Lain-Lain Total

Kebermasalahan | Jlh. | % | Jh. | % | Jh | % | Jh. | % | Jh. | %

1. | Tidak Bermasalah | 21 50| 36| 42 15 17 - - 72 31

2. | Bermasalah 9| 21 271 A 11 13 - | 47 20
teknis

3. | Bermasalah 8 19 19| 22 53 62 8| 42 88| 38
Substanst

4. | Bermasalah 41 10 4 5 7 8 11 58| 26 11

Prinsip

No Jenis Permasalahan Jasa Tasa Perij. Lain- Total (n=88)
Umum | Usaha | Ttentu Lain Jumlah %
1. | Kewajaran Tarif 2 5 21 3 31 35
Struktur Tarif
2. Kejelasan Obyek 5 9 11 2 27 31
3. Kejelasan Birokrasi - - 20 4 24 2
4. Kejelasan Hak dan - 3 13 2 18 20
Kewajiban Wajib
Pungutan
5. | Kelengkapan Yuridis 4 - 4 1 9 10
6. | Diskoneksi Isi-Tujuan - - 8 1 9 10
7. | Masa Laku Izin - - 7 - 7 8
8. Kejelasan Subyek - 4 1 - 5 6
Tabel 3.9. Perbandingan antara Perda-Perda Retribusi Daerah
vang Listed dan Non-Listed dalam PP 66/2001
Kualifikasi Listed di PP 66/2001 Non-Listed
Kebermasalahan Al B| €| L] %|A|B| C| D|IL| %
1. | Tidak Bermasalah 21| 36 8| 65 40| -| - 7 - 7 10
2. | Bermasalah Teknis 9] 27 T 430 27 -| - 4 - 4 6
3. | Bermasalah Substansi 8| 10| 24| 51 31| -| -] 29 8| 37| ®:
4. | Bermasalah Prinsip - 3 - 3 2] 411 7] 11 23] 32
38| 85) 39| 162 | 100 | 4| 1| 47| 19| 71| 100

421100 86| 100 86| 100) 19) 100] 233 | 100

Setiap golongan retribusi memperlihatkan cakupan
jenis persoalan dan jenis persoalan dominan yang ber-
beda. Golongan Perda retribusi jasa umum memperli-
hatkan hanya 3 jenis permasalahan substansi yakni keje-
lasan obyek yang diatur, kelengkapan yuridis, dan kewa-
jaran tarif.

Golongan Perda retribusi jasa usaha memperlihat-
kan 5 jenis permasalahan substansi, dengan jenis per-
soalan yang dominan adalah kejelasan obyek, kewajaran
tarif, dan kejelasan subyek.

Golongan Perda retribusi perizinan tertentu mem-
perlihat jenis permasalahan yang paling bervariasi (11
jenis), dengan jenis permasalahan yang dominan adalah
kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan bi-
rokrasi perizinan, dan kejelasan pengaturan hak dan
kewajiban wajib retribusi.

Perda retribusi yang tidak termasuk dalam ketiga
golongan di atas memperlihatkan 8 jenis permasalahan,
dengan jenis permasalahan yang dominan adalah prose-
dur perizinan, kewajaran tarif, kejelasan obyek, serta
kejelasan hak dan kewajiban wajib pungutan.

Tabel 3.8. memberikan gambaran mengenai jenis-jenis
permasalahan tersebut, yang gambaran lebih detailnya
dapat dilihat pada pembahasan masing-masing jenis
Perda retribusi daerah.

Pada Perda-Perda retribusi daerah juga dapat diamati
perbedaan antara Perda-Perda yang disarankan oleh
peraturan perundangan yang ada di atasnya dan Perda-
Perda yang tidak disarankan peraturan yang di atasnya
(Tabel 3.9.).

Keterangan: A: Perda Retribusi Jasa Umum; B: Perda retribusi jasa usaha: C: Perda retribusi
perizinan tertentu; D: Perda retribusi di Luar 3 golongan: J1.: jumlah.

Dibandingkan dengan yang non-Listed, Perda-Perda
yang disarankan oleh PP 66/2001 lebih memperlihatkan
kecenderungan tidak bermasalah daripada yang tidak
disarankan (40 % berbanding 10 %). Hal ini juga dikonfir-
masikan oleh share Perda-Perda yang bermasalah secara
prinsip dan substansi dari kedua kategori. Perda-Perda
yang tidak disarankan memperlihatkan share 84 % pada
kualifikasi bermasalah prinsip dan bermasalah substansi,
sementara Perda-Perda yang disarankan menunjukkan
share hanya 33 %.

Selengkapnya gambaran kebermasalahan setiap
golongan Perda retribusi daerah dapat dipaparkan se-
cara lebih detail di bawabh ini.

3.2.1. Retribusi Jasa Umum

Secara keseluruhan, dari 42 Perda retribusi jasa
umum Yyang dianalisis, ada 10 % Perda yang bermasalah
secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 19 % Perda
yang bermasalah substansi dan perlu direvisi, 21 % Perda
bermasalah teknis dan perlu direvisi, dan 50 % Perda
yang tidak bermasalah

Tabel 3.10. Tendensi kebermasalahan Perda Retribusi Jasa Umum

Tumlah sub-kelompok
Kualifikast Listed Non-Listed Jumlah Persentase
No. Kebermasalahan dalam PP dalam PP (JTh. A
66/2001 66/2001 +Jlh. B)
JIh. % | Jlh. %
A B
1. Tidak Bermasalah 21 55 - 21
2. Bermasalah Teknis 9 24 - 9 21
Perlu Revisi
3. Bermasalah Substansi 8 21 - - 8 19
Perlu Revisi
4. Bermasalah Prinsip - - 4| 100 4 10
Perlu Dibatalkan
Total 38| 100 4| 100 42 100




Pembedaan antara Perda yang Listed dan yang non-
Listed dalam PP 66/2001, sekalipun dengan jumlah Perda
setiap subkelompok yang tidak berimbang, dapat dilihat
sebagai hal yang menarik. Kesemua (4) Perda yang tidak
disarankan PP 66/2001| adalah Perda-Perda yang berma-
salah secara prinsip sehingga dipandang perlu untuk di-
batalkan. Sementara pada sub-kelompok Perda yang
Listed dalam PP 66/2001 tidak ditemukan kualifikasi ke-
bermasalahan ini.

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip ini
sebetulnya diklaim saja (dalam pasal mengenai golongan
retribusi) masuk dalam golongan retribusi jasa umum.
Apabila dilihat lebih cermat, keempat Perda lebih mirip
ke retribusi perizinan tertentu. Keempat Perda terse-
but memperlihatkan persoalan dalam hal pungutan
ganda (2 Perda), hambatan terhadap free internal trade
(I Perda), dan validitas pengaturan yang ada dalam men-
capai tujuan yang diklaim (| Perda) (Lihat Tabel 3.11.).

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip adalah:

I. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 21 Tahun
2000 tentang Retribusi Kartu Ternak;

2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 25 Tahun
2000 tentang Retribusi Membawa Hasil Perkebunan
Keluar Daerah;

3. Perda Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2001 ten-
tang Retribusi Pemakaian Jalan untuk Angkutan
Barang;

4. Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 32 Tahun
2000 tentang Retribusi Pemberian Izin dan Biaya
Pembongkaran Reklame.

Delapan (8) Perda yang bermasalah secara substansi
memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan obyek
yang diatur (12 %), kelengkapan yuridis (10 %), relevansi
acuan yuridis (atau [0 %), dan kewajaran tarif dan
struktur tarif (5 %). Sembilan (9) Perda (21 %) yang ber-
masalah secara teknis berkaitan dengan relevansi acuan
yuridis yang digunakan. Dengan demikian persoalan sub-
stansi hanya menyebar di 3 jenis persoalan: kejelasan
obyek, kelengkapan yuridis, dan kewajaran tarif dan
struktur tarif.

Dapat dikatakan bahwa Perda-Perda Retribusi jasa
umum yang dianalisis mempunyai kecenderungan tidak
bermasalah lebih besar daripada bermasalah. Diwakili
oleh kualifikasi bermasalah secara prinsip dan berma-
salah substansi, ada 29 % Perda yang cenderung berma-
salah. Sisanya 71 % cenderung tidak bermasalah
(diwakili oleh kualifikasi bermasalah secara teknis dan
tidak bermasalah).

Persoalan serius justru ditemukan pada Perda-
Perda yang diklaim sebagai Perda retribusi jasa umum

Tabel 3.11. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Jasa Umum

No. Jenis Pelanggaran Jumlah Persentase
(n=42) (%)
1. | Free internal trade 1 2
2. | Double taxation 2 5
3. | Validity 1 2
4. | Monopoli - -
5. | Birokrasi Perizinan - -
6. | Kejelasan Obyek 5 12
7. | Kewajaran Tarif 2 5
8. | Diskoneksi isi-tujuan - -
9. | Kelengkapan Yuridis 4 10
10. | Masa Laku Izin - -
11. | Hak dan Kewajiban Wajib - -

Retribusi

12. | Kejelasan Subyek - -

13. | Akses Masyarakat Kecil - -

14. | Kemitraan Wajib - -

15. | Double taxation sebagian - -

obyek
16. | Judul -
17. | Acuan yuridis 13 31
18. | Tidak ada masalah 21 50

tetapi yang cirinya lebih mendekati retribusi perizinan
tertentu. Perda-Perda retribusi jasa umum jenis ini se-
muanya bermasalah secara prinsip.

3.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Secara keseluruhan, dari 86 Perda retribusi jasa
usaha yang dianalisis, ada 5 % Perda yang bermasalah
secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 22 % Perda
yang bermasalah secara substansi sehingga perlu direvisi,
31 % Perda yang bermasalah secara teknis tetapi yang
perlu direvisi, dan 42 % Perda yang tidak bermasalah
sama sekali.

Pembedaan antara Perda yang Listed dan yang non-
Listed dalam PP 66/2001 tidak bisa dianggap dapat dicer-
minkan dalam tabel di atas, karena hanya ada | Perda
retribusi jasa usaha yang masuk dalam kategori non-
Listed. Semua yang lainnya termasuk yang disarankan PP
66/2001.

Tabel 3.12. Tendensi kebermasalahan Perda Retribusi Jasa Usaha

Jumlah sub-kelompok
Kualifikasi Listed Non-Listed Jumlah Persentase
No. Kebermasalahan dalam PP dalam PP (Jlh. A
66/2001 66/2001 +1Jlh. B)
Jih. % | Jlh. Ya
A B
1. Tidak Bermasalah 36 42 - - 36 42
2. Bermasalah Teknis 27 32 27 31
Perlu Revisi
3. Bermasalah Substansi 19 22 - - 19 22
Perlu Revisi
4. Bermasalah Prinsip 3 4 1| 100 4 5
Perlu Dibatalkan
Total 85 | 100 1 100 86 100




Empat (4) Perda yang bermasalah secara prinsip
memperlihatkan persoalan dalam hal pungutan ganda,
validitas pengaturan yang ada dalam mencapai tujuan
yang diklaim, serta sifatnya yang mendukung monopoli.
Tidak ditemukan adalah pelanggaran prinsip free internal
trade dalam keempat Perda ini.

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip
adalah:
I. Perda Kabupaten Aceh Timur No. |7 Tahun 2001
tentang Retribusi Hasil Usaha Perkebunan;

Perda ini disebutkan masuk golongan retribusi
jasa usaha, padahal yang dilakukan adalah pungutan
terhadap hasil perkebunan rakyat dan perkebunan
besar. Bukan pembayaran atas hasil perkebunan
yang dikelola oleh Pemda. Dengan demikian, walau-
pun tarif yang ditetapkan relatif tidak memberatkan,
pungutan jenis ini akan merupakan tambahan
pungutan terhadap obyek yang sama, pada terhadap
obyek ini sudah (semestinya) dikenakan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB).

2. Perda Kabupaten Bekasi No. 25 Tahun 2000 ten-
tang Retribusi Tempat Parkir Khusus;

3. Perda Kabupaten Cirebon No. 54 Tahun 2001| ten-
tang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

4. Perda Kabupaten Merangin No. |6 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Sembilan belas (19) Perda yang bermasalah secara
substansi memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan
obyek yang diatur, kewajaran tarif dan struktur tarif,
kejelasan subyek retribusi, kejelasan isi, relevansi acuan
yuridis, dan representasi judul. Sedangkan 27 Perda
yang bermasalah secara teknis berkaitan dengan rele-
vansi acuan yuridis yang digunakan.

Secara umum, seperti yang diperlihatkan pada Tabel
3.13,, Perda-Perda retribusi jasa usaha yang dianalisis
lebih banyak memperlihatkan persoalan teknis dalam
hal relevansi acuan yuridis yang digunakan (40 %). Per-
soalan relevansi acuan yuridis ini tidak banyak berkore-
lasi dengan persoalan substansi, seperti yang diperlihat-
kan oleh kenyataan bahwa 3| % Perda adalah Perda-
Perda yang bermasalah secara teknis tapi tidak berma-
salah secara substansi.

Persoalan substansi hanya menyebar di 5 jenis per-
soalan, yakni kejelasan obyek, kewajaran tarif dan struk-
tur tarif, kejelasan subyek, kejelasan isi, dan represen-
tasi judul, dengan komposisi masing-masing 10 %, 6 %, 5
%, 4 %, dan | % dari jumlah Perda retribusi jasa usaha
yang dianalisis.

Dapat dikatakan bahwa Perda-Perda Retribusi jasa
usaha yang dianalisis mempunyai kecenderungan tidak

Tabel 3.13. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Jasa Usaha

No Jenis Pelanggaran Jumlah Persentase
(n=86)
1. | Free internal trade - -
2. | Double taxation 1 1
3. | Validity 3 4
4. | Monopoli 1 1
5. | Birokrasi Perizinan - -
6. | Kejelasan Obyek 9 10
7. | Kewajaran Tarif 5 6
8. | Diskoneksi isi-tujuan - -
9. | Kelengkapan Yuridis - -
10. | Masa Laku Izin - -
11. | Hak dan Kewajiban Wajib 3 4
Retribusi
12. | Kejelasan Subyek 4 5
13. | Akses Masyarakat Keeil - -
14, | Kemitraan Wajib - -
15. | Double taxation sebagian - -
obyek
16. | Judul 1 1
17. | Acuan yuridis 34 40
18. | Tidak ada masalah 36 42

bermasalah lebih besar daripada bermasalah. Diwakili
oleh kualifikasi bermasalah secara prinsip dan berma-
salah substansi, ada 27 % Perda yang cenderung berma-
salah. Sisanya 73 % cenderung tidak bermasalah (diwakili
oleh kualifikasi bermasalah secara teknis dan tidak ber-
masalah).

3.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Analisis tendensi kebermasalahan kelompok Perda
retribusi perizinan tertentu dapat dibedakan antara jenis
Perda yang disarankan Peraturan Pemerintah No. 66
Tahun 2001 (PP 66/2001) dan jenis Perda yang tidak
disarankan PP 66/2001.

Dari 86 Perda Retribusi Daerah yang masuk dalam
golongan retribusi perizinan tertentu, ada 39 Perda yang
merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang dis-
arankan PP 66/2001 dan 47 Perda yang tidak termasuk
yang disarankan PP 66/2001.

Secara keseluruhan, dari 86 Perda retribusi perizi-
nan tertentu yang dianalisis, ada 8 % Perda yang berma-
salah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 62 %
Perda yang bermasalah substansi sehingga perlu revisi,
I3 % Perda yang bermasalah teknis dan perlu revisi, dan
|7 % Perda yang tidak bermasalah.

Tujuh (7) Perda bermasalah secara prinsip karena
merintangi arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa
(3 Perda), bukan merupakan mekanisme yang valid un-
tuk mencapai tujuan yang diklaim (3 Perda), dan menim-
bulkan pungutan berganda karena terhadap (ﬁ)
obyek yang sama telah dikenakan pungutan lain- *




nya (I Perda). Ketujuh Perda yang bermasalah secara
prinsip ini masuk dalam kelompok yang tidak disarankan
PP 66/2001.

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip terse-
but adalah:

I. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.l0 Tahun
2001 tentang Retribusi lzin Kepemilikan Gergaji
Rantai;

2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.22 Tahun
2000 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hewan
Ternak Keluar Kabupaten;

3. Perda Kabupaten Deli Serdang No.l7 Tahun 2000
tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagan-
gan;

4. Perda Kabupaten Gorontalo No.63 Tahun 2000
tentang Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan
Gergaji Rantai;

5. Perda Propinsi Lampung No.06 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi;

6. Perda Kabupatenn Biak Numfor No.13 Tahun 2001
tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah;

7. Perda Kabupaten Ogan Komering llir No.20 Tahun
2001 tentang Retribusi Izin Lalu Lintas Hasil Buah-
Buahan/Hortikultura dan Buah Kelapa Sawit.

Ada 53 Perda yang bermasalah secara substansi,
karena tarif dan struktur tarif yang tidak wajar atau
kurang berdasar (21 Perda), birokrasi perizinan yang
tidak jelas (20 Perda), pengaturan soal hak dan kewaji-
ban wajib retribusi yang tidak jelas (13 Perda), pern-
yataan obyek retribusi yang kabur (I | Perda), tidak ada
imbal balik yang jelas dari pembayaran retribusi (8
Perda), masa laku izin yang tidak jelas dan/atau tidak
wajar (7 Perda), persyaratan yuridis yang tidak dipenuhi
(4 Perda), dan tidak diperhatikannya akses kelompok
masyarakat kecil (3 Perda). Dari 53 Perda tersebut, ada
24 Perda termasuk kelompok jenis Perda yang dis-
arankan PP 66/2001 dan 29 Perda yang di luar yang dis-
arankan.

Ada || Perda yang bermasalah ringan, yakni yang
menggunakan referensi yuridis yang kedaluwarsa. Tujuh
masuk dalam kelompok jenis Perda yang disarankan PP
66/2001 dan 4 lainnya tidak termasuk yang disarankan.
Sisanya, 15 Perda, tidak bermasalah. Delapan berasal
dari kelompok jenis Perda yang disarankan PP 66/2001
dan 7 tidak termasuk kelompok jenis Perda yang dis-
arankan.

Tendensi kebermasalahan selengkapnya dapat dili-
hat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Tendensi kebermasalahan Perda Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah sub-kelompok
Kualifikasi Listed Non-Listed Tumlah Persentase
No. Kebermasalahan dalam PP dalam PP (Tlh. A
66/2001 66/2001 +1Ilh. B)
Jlh. % | Jlh. %
A B
1. Tidak Bermasalah 8 20 7 15 15 17
2. Bermasalah Teknis 7 18 4 8 11 13
Perlu Revist
3. Bermasalah Substansi 24 62 29 62 53 62
Perlu Revisi
4. Bermasalah Prinsip - - 7 15 7 8
Perlu Dibatalkan
Total 39 100 47 100 86 100

Tabel di atas juga memperlihatkan perbedaan ten-
densi kebermasalahan antara jenis Perda yang disarankan
PP 66/2001 dan jenis Perda yang tidak disarankan PP
66/2001. Ada 7 Perda non-listed yang bermasalah prinsip
dan karena itu perlu dibatalkan, sementara tidak ditemu-
kan kualifikasi kebermasalahan ini pada kelompok listed.
Juga, jika pada kelompok listed ada 77 % yang bermasalah
secara prinsip dan substansi (kualifikasi 3 dan kualifikasi
4), maka pada kelompok listed hanya ditemukan 62 %.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perda-Perda
Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak disarankan
dalam PP 66/2001 memperlihatkan kecenderungan ber-
masalah lebih tinggi daripada Perda-Perda Retribusi Per-
izinan tertentu yang disarankan oleh peraturan pemerin-
tah termaksud.

Perbedaan tendensi kebermasalahan juga dapat dili-
hat lebih rinci pada jenis pelanggaran yang ditunjukkan
oleh Perda-Perda Retribusi Perizinan Tertentu yang
dianalisis (Lihat Tabel 3.15.). Tiga jenis pelanggaran prin-
sip (free internal trade, double taxation, dan validity) dite-
mukan dalam jenis Perda yang tidak disarankan PP
66/2001, tetapi sebaliknya tidak ditemukan dalam jenis
Perda yang disarankan PP 66/2001.

Di luar persoalan relevansi acuan yuridis yang
digunakan, dapat diamati bahwa persoalan ketidakjelasan
birokrasi perizinan, ketidakjelasan perumusan obyek
retribusi, dan kurang jelasnya hubungan antara isi Perda
dan tujuan yang diklaim hendak dicapai, lebih meluas di
kelompok Perda non-listed daripada kelompok Perda
listed. Di sisi lain, masalah kewajaran tarif dan kejelasan
perumusan hak dan kewajiban wajib retribusi lebih ban-
yak ditemukan di kelompok listed daripada kelompok
non-listed. Dengan demikian, pengacuan Perda pada sa-
ran PP 66/2001, walaupun meniadakan persoalan kejela-
san perumusan obyek retribusi dalam proses pembuatan
Perda, masih menyisakan persoalan yang cukup signifikan
pada kewajaran tarif dan/atau struktur tarif dan kejela-
san perumusan hak dan kewajiban wajib retribusi.

Di luar perbedaan antara kedua kelom-
pok Perda, listed dan non-listed, secara keseluru- ()
han persoalan kewajaran tarif, relevansi acuan




Tabel 3.15. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah sub-kelompok
Listed Non-Listed Jumlah
No. Jenis Pelanggaran dalam PP dalam PP (Jlh. A Persentase
66/2001 66/2001 +Jlh. B)
(n=39) (n=47) (n=86)
Jh % | Jh %
A B
1. | Free internal trade - - 3 6 3 3
2. | Double taxation - - 1 2 1 1
3. | Validity - - 3 6 3 3
4. | Burokrasi Penizinan 5 13 15 32 20 23
3. | Kejelasan Obyek - - 11 23 11 13
6. | Kewajaran Tanf 13 33 8 17 21 24
7. | Diskoneksi isi-tujuan 2 5 6 13 8 9
8. | Kelengkapan Yuridis 1 3 3 6 4 5
9. | Masa Laku Izin 3 8 4 9 7 8
10. | Hak dan Kewajiban 9 23 4 9 13 15
Wajib Retnibusi
11. | Kejelasan Subyek - - 1 2 1 1
12. | Akses Masyarakat 1 3 2 4 3
Kecil
13. | Kemitraan Wajib - - 1 2 1 1
14. | Dowuble taxation - - 1 2 1 1
sebagian obyek
15. | Acuan yuridis 15 38 6 13 21 24
16. | Tidak ada masalah 8 21 7 15 15 17

yuridis, birokrasi perizinan, kejelasan hak dan kewajiban
wajib retribusi, dan kejelasan obyek retribusi adalah
persoalan-persoalan yang paling meluas dari Perda-
Perda retribusi perizinan tertentu.

3.2.4. Perda Retribusi Non 3 Golongan

Ada 19 Perda retribusi daerah yang tidak masuk
dalam salah satu golongan yang disebut dalam PP
61/2001. Dari |9 Perda tersebut, ada 58 % Perda yang
bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, dan
sisanya 42 % yang bermasalah substansi dan perlu dire-
visi. Tidak ada Perda yang tidak bermasalah, dan tidak
ada Perda yang hanya bermasalah teknis (Lihat Tabel
3.16)

Tabel 3.16. Tendensi kebermasalahan Perda Retribusi Non 3 Golengan

Kualifikasi Kebermasalahan Jumlah | Persentase
No.
1. Tidak Bermasalah - -
2. Bermasalah Teknis Perlu - -
Revisi
3. Bermasalah Substansi Perlu 8 42
Revisi
4. Bermasalah Prinsip Perlu 11 58
Dibatalkan
Total 19 100

Sebelas (I1) Perda yang bermasalah secara prinsip
memperlihatkan persoalan dalam hal pelanggaran prin-
sip free internal trade (8 Perda), validitas pengaturan
yang ada sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang
diklaim (4 Perda), serta efek pungutan ganda yang ditim-
bulkan (Lihat Tabel 3.17.).

Kesebelas Perda yang bermasalah secara prinsip
adalah:

I. Perda Kabupaten Aceh Tengah No.l10 Tahun 2001
tentang Retribusi Hasil Hutan lkutan;

2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.23 Tahun
2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak
dan Bahan Asal Hewan Ternak ke Luar Daerah;

3. Perda Kota Bogor No.04 Tahun 2001 tentang Retri-
busi Pemasukan dan Penampungan serta Penge-
luaran Hewan/Ternak;

4. Perda Kabupaten Gorontalo No.64 Tahun 2000
tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan, dan
Pembinaan Peternakan;

5. Perda Kabupaten Indramayu No.ll Tahun 200l
tentang Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang;

6. Perda Propinsi Lampung No.08 Tahun 2000 tentang
Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Ba-
han Baku Semen, dan Barang-Barang Potensial lain-
nya;

7. Perda Kabupaten Pasaman No.02 Tahun 2001 ten-
tang Retribusi Asal Komoditas;

8. Perda Kabupaten Sanggau No.09 Tahun 2000 ten-
tang Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS)
Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK), dan Minyak Kelapa
Sawit (CPO);

9. Perda Kabupaten Serang No.07 Tahun 2001 tentang
Retribusi Kayu;

10. Perda Propinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 1996
tentang Retribusi Pengeluaran dan Pemasukan lkan;

I'l. Perda Kabupaten Tolitoli No. 26 Tahun 2001 ten-
tang Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber
Daya Perikanan dan Kelautan.

Tabel 3.17. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Non 3 Golongan

No Jems Pelanggaran Jumlah Persentase
(n=19)
1. | Free internal trade 8 42
2. | Double taxation 1 5
3. | Validity 4 21
4. | Monopoli - -
3. | Birokrasi Perizinan 4 21
6. | Kejelasan Obyek 2 11
7. | Kewajaran Tanf 3 16
& | Diskoneks1 isi-tujuan 1 5
9. | Kelengkapan Yundis 1 5
10. | Masa Laku Izin - -
11. | Hak dan Kewajiban Wajib 2 11
Retribusi
12. | Kejelasan Subvek - -
13, | Akses Masvarakat Kecil - -
14. | Kemitraan Wajib - -
15. | Double taxation sebagian 1 5
obyek
16. | Judul 2 11
17. | Acuan yuridis - -
18. | Tidak ada masalah - -




Delapan (8) Perda yang bermasalah secara substansi
memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan prosedur
(4), kewajaran tarif dan struktur tarif (3), kejelasan
obyek yang diatur (2), kejelasan gambaran hak dan ke-
wajiban wajib retribusi (2), kejelasan judul (2), koneksi
antara isi dan tujuan yang diklaim (l), kelengkapan yu-
ridis (1), dan pungutan ganda sebagian obyek (I).

Secara umum, Perda-Perda retribusi non 3 golon-
gan sebagaimana yang disarankan PP 66/2001 memperli-
hatkan kecenderungan bermasalah daripada tidak ber-
masalah. Ini ditunjukkan dari penyebaran ke-19 Perda
hanya pada dua kualifikasi kebermasalahan, yakni ber-
masalah secara prinsip perlu dibatalkan dan bermasalah
substansi perlu revisi.

3.3. Perda Non-Pajak Non-Retribusi

Ada 56 Perda non-pajak non-retribusi yang dianal-
isis, dan, dari ke-56 Perda tersebut, ada 9 % Perda yang
bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 66
% Perda yang bermasalah substansi sehingga perlu dire-
visi, 4 % Perda yang bermasalah teknis dan perlu dire-
visi, dan 21 % Perda yang tidak bermasalah.

Kelima Perda yang bermasalah secara prinsip mem-
perlihatkan persoalan dalam efek pungutan ganda yang
ditimbulkan (3 Perda), hambatan pada free internal trade
(2 Perda), dan validitas mekanisme yang dipilih dalam
mencapai tujuan yang diklaim (2 Perda).

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip terse-
but adalah:

I. Perda Kabupaten Cirebon No.53 Tahun 2001 ten-
tang Penyelenggaraan Pelelangan lkan;

2. Perda Kabupaten Ogan Komering llir No.l | Tahun
2001 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber
Daya Kelautan, Perikanan, dan Lingkungan Perairan;

3. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.I2 Tahun
2001 tentang Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;

4. Perda Kabupaten Ogan Komering llir No.l3 Tahun
2001 tentang Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya
Ikan;

5. Perda Kabupaten Ogan Komeringllir No.l14 Tahun
2001 tentang Materai Daerah.

Tabel 3.18. Tendensi kebermasalahan Perda Non-Pajak Non Retribusi

Kualifikasi Kebermasalahan Jumlah Persentase
No. (%)
1. Tidak Bermasalah 12 21
2. Bermasalah Teknis Perlu 2 4
Revisi
3. Bermasalah Substansi Perlu 37 66
Revisi
4. Bermasalah Prinsip Perlu 5 9
Dibatalkan
Total 36 100

Tabel 3.19. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Non-Pajak Non-Retribusi

Neo Jenis Pelanggaran Jumlah Persentase
(n=56)
1. | Free internal trade 3 5
2. | Double taxation 3 5
3. | Validity 2 4
4. | Birokrasi Perizinan 16 29
3. | Kejelasan Obyek 2 4
6. | Kewajaran Tarif 3 5
7. | Diskoneksi isi-tujuan 1 2
8. | Kelengkapan Yundis 3 5
9. | Masa Laku Izin 2 4
10. | Kejelasan Isi 20 36
11. | Kejelasan Subyek 1 2
12 | Akses Masyarakat Kecil 1 2
13. | Kemitraan Wajib 1 2
14 | Double taxation sebagian 2 4
obyek
15. | Fokus 11 20
16. | Acuan vundis 12 21
17. | Tidak ada masalah 12 21

Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan persoalan yang terbesar dari kejelasan isi (20
Perda), prosedur birokrasi (16), kejelasan fokus (I1),
kewajaran tarif (3), kelengkapan yuridis (3), kejelasan
obyek (2), masa laku izin (2), potensi monopoli (2), disk-
oneksi isi-tujuan (I), kejelasan subyek (1), akses
masyarakat kecil (1), dan kemitraan wajib ().

Secara umum, Perda-Perda non-pajak non-retribusi
memperlihatkan lebih kecenderungan bermasalah dari-
pada tidak bermasalah. Ini ditunjukkan oleh kenyataan
bahwa 75 % Perda berada pada kualifikasi bermasalah
secara prinsip (9 %) dan bermasalah substansi (plus 66
%), sementara yang cenderung tidak bermasalah (yang
diwakili oleh kualifikasi bermasalah teknis dan tidak ber-
masalah) berjumlah hanya 25 %.

IV. RINGKASAN HASIL ANALISIS,
KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

4.1. Ringkasan Hasil Analisis

Umum

I. Secara keseluruhan, Perda-Perda memperlihatkan
kecenderungan bermasalah lebih tinggi daripada ti-
dak bermasalah. Ada 69 % Perda bermasalah, se-
dangkan 31 % tidak bermasalah.

2. Perda-Perda yang dianalisis memperlihatkan ke-
cenderungan bermasalah secara prinsip, substansi,
dan teknis. Kebermasalahan secara substansi mem-
perlihatkan porsi tersebar dibandingkan dengan ke-
bermasalahan secara prinsip dan teknis. Ada 42 %
Perda bermasalah secara substansi, sedangkan
masing-masing 17 % dan 10 % bermasalah (”)
secara teknis dan prinsip. o




Dominasi permasalahan substansi diperlihatkan se-
cara konsisten, baik pada Perda-Perda pajak daerah,
Perda-Perda retribusi daerah, dan Perda-Perda non
-pajak non-retribusi. Pada Perda-Perda pajak
daerah, permasalahan substansi diperlihatkan oleh
37 % Perda, pada Perda-Perda retribusi daerah 38
%, dan pada Perda-Perda non-pajak non-retribusi
66 %.

Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan ke-
cenderungan tidak bermasalah lebih tinggi diband-
ingkan dengan Perda-Perda retribusi daerah dan
Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Porsi tidak
bermasalah dari Perda-Perda pajak daerah adalah
37 %, sedangkan Perda-Perda retribusi daerah 31
%, dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi 21 %.

Perda-Perda retribusi daerah memperlihatkan ke-
cenderungan bermasalah secara prinsip paling tinggi
dibandingkan dengan Perda-Perda pajak daerah dan
Perda-Perda non-pajak non retribusi. Porsi berma-
salah secara prinsip dari Perda-Perda retribusi
daerah adalah || %, dibandingkan dengan porsi yang
sama pada Perda-Perda non-pajak non retribusi 9 %
dan Perda-Perda pajak daerah 8 %.

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip adalah
Perda-Perda yang memperlihatkan permasalahan
dalam hal hambatan terhadap lalu lintas perdagan-
gan dalam negeri, efek pungutan ganda yang ditim-
bulkan, dan validitas Perda sebagai mekanisme
dalam mencapai tujuan yang diklaim. Dari 35 Perda
yang bermasalah secara prinsip, ada 46 % yang
memperlihatkan permasalahan hambatan perdagan-
gan dalam negeri, 37 % efek pungutan ganda, dan 31
% validitas sebagai mekanisme kontrol dan regulasi.

Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan jenis permasalahan yang bervariasi. Persoa-
lan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan
birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan kewajiban
wajib pungutan, dan kejelasan obyek merupakan
jenis-jenis permasalahan substansi yang penting,
masing-masing 23 %, 21 %, 21 %, dan 17 % dari 195
Perda yang bermasalah substansi.

Namun demikian, jenis permasalahan substansi yang
menonjol bervariasi antar-kelompok Perda. Semen-
tara persoalan kewajaran tarif merupakan persoalan
yang paling menonjol pada Perda pajak daerah dan
Perda retribusi daerah, persoalan kejelasan hak dan
kewajiban wajib pungutan merupakan persoalan
yang paling menonjol pada Perda-Perda non-pajak
non-retribusi. Juga, sementara persoalan kejelasan
birokrasi tidak terlihat pada Perda-Perda pajak

9.

daerah, persoalan ini justru menonjol pada Perda
retribusi daerah.

Perda-Perda yang tidak disarankan dalam PP
65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 ten-
tang Retribusi Daerah (non-listed) memperlihatkan
kecenderungan bermasalah lebih tinggi dibandingkan
dengan Perda-Perda yang disarankan kedua pera-
turan pemerintah tersebut (listed). Jika pada Perda-
Perda listed, ada 39 % yang tidak bermasalah, porsi
itu pada Perda-Perda non-listed hanya 17 %. Juga, jika
pada Perda-Perda listed ada seluruhnya 36 % yang
bermasalah prinsip dan substansi, porsi itu sebesar
78 % pada Perda-Perda yang non-listed.

Perda-Perda Pajak Daerah

10.
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Walaupun Perda-Perda pajak daerah memperlihat-
kan kecenderungan tidak bermasalah paling tinggi
dibandingkan Perda-Perda retribusi daerah dan
Perda-Perda non-pajak non-retribusi, secara keselu-
ruhan Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan
kecenderungan bermasalah lebih daripada tidak ber-
masalah. Ada 63 % Perda pajak daerah yang berma-
salah, sedangkan yang tidak bermasalah hanya 37 %.

. Namun demikian, jika kita menggunakan perbandin-

gan antara kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4 dan
kualifikasi kebermasalahan | dan 2 sebagai tolok
ukur, maka kecenderungan tidak bermasalah akan
lebih besar. 55 % termasuk dalam kualifikasi keber-
masalahan | dan 2, sedang hanya 45 % yang masuk
kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4.

. Sebagaimana telah disebutkan, porsi kualifikasi ke-

bermasalahan terbesar dari seluruh Perda pajak
daerah adalah masalah substansi, yakni 37 % dari
keseluruhan Perda. Permasalahan teknis mengambil
porsi 18 % dan permasalahan prinsip 8 %.

Jenis permasalahan substansi yang menonjol adalah
kewajaran tarif dan struktur tarif, kejelasan obyek,
dan kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewaiji-
ban wajib pajak. Jenis permasalahan tarif ditemukan
pada 22 % Perda pajak daerah, kejelasan obyek 10
%, dan kejelasan hak dan kewajiban wajib pajak 6 %.

. Empat Perda pajak daerah yang bermasalah secara

prinsip memperlihatkan persoalan dalam efek
pungutan berganda yang ditimbulkan dan hambatan
perdagangan. Masalah pungutan berganda ditemukan
pada 3 Perda (6 % dari seluruh Perda pajak daerah),
sedangkan pelanggaran prinsip free internal trade
ditemukan pada | Perda (2 %). ( 29 )



T
Perda-Perda Retribusi Daerah
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. Perda-Perda retribusi

Secara keseluruhan, Perda-Perda retribusi daerah
cenderung bermasalah. Dari 233 Perda retribusi
daerah yang dianalisis, ada 31 % yang tidak berma-
salah, sedangkan 69 lainnya bermasalah. Akan
tetapi, jika kita menggunakan perbandingan antara
kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4 dan kualifikasi
kebermasalahan | dan 2 sebagai ukuran, maka
Perda-Perda retribusi daerah akan tampak lebih
tidak bermasalah daripada bermasalah. Ada 51 %
Perda termasuk memperlihatkan kualifikasi | dan 2,
sedangkan sisanya 49 % memperlihatkan kualifikasi
3 dan 4.

Perda-Perda retribusi daerah yang tidak bermasalah
lebih banyak ditemukan pada golongan retribusi jasa
umum dan jasa usaha. Kualifikasi Perda tidak ber-
masalah merupakan 50 % dari keseluruhan Perda
retribusi jasa umum, 42 % dari Perda retribusi jasa
usaha, |7 % dari retribusi perizinan tertentu, dan
tidak ditemukan pada kelompok Perda retribusi di
luar ketiga golongan yang disebutkan dalam PP
66/2001.

. Yang paling banyak mengkontribusi permasalahan

pada Perda retribusi adalah Perda-Perda retribusi
perizinan tertentu dan Perda-Perda retribusi di luar
ketiga golongan yang disebutkan dalam PP 66/2001.
Dengan menggabungkan kualifikasi 3 dan 4, maka
ada 100 % Perda retribusi non 3 golongan dan 70 %
Perda retribusi perizinan tertentu bermasalah se-
cara prinsip dan substansi, dibandingkan dengan 29
% Perda retribusi jasa umum dan 27 % Perda retri-
busi jasa usaha yang memperlihatkan kedua kualifi-
kasi tersebut.

yang bermasalah prinsip
adalah Perda-Perda yang memperlihatkan pelangga-
ran atas prinsip free internal trade, efek pungutan
ganda, dan validitas Perda sebagai mekanisme pen-
capaian tujuan yang diklaim hendak dicapai. Dari 26
Perda retribusi yang bermasalah secara prinsip, ada
46 % yang melanggar prinsip free internal trade, 27 %
memperlihatkan efek pungutan ganda, dan 35 %
permasalahan validitas.

. Persoalan substansi yang secara umum menonjol

pada Perda-Perda retribusi adalah persoalan kewa-
jaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan obyek,
kejelasan birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan
kewajiban wajib retribusi, kelengkapan yuridis, dan
diskoneksi isi Perda dengan tujuan. Secara berturut-
turut, persoalan tarif diperlihatkan oleh 35 % dari
88 Perda retribusi yang bermasalah substansi, per-
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soalan kejelasan obyek 31 %, persoalan birokrasi 27
%, persoalan hak dan kewajiban wajib retribusi 20 %,
kelengkapan yuridis 10 %, dan diskoneksi isi-tujuan
10 %.

Setiap golongan retribusi memperlihatkan cakupan
jenis permasalahan substansi dan jenis permasalahan
substansi dominan yang berbeda. Golongan Perda
retribusi jasa umum memperlihatkan 3 jenis perma-
salahan substansi yakni kejelasan obyek, kelengkapan
yuridis, dan kewajaran tarif. Golongan Perda retri-
busi jasa usaha memperlihatkan 5 jenis permasala-
han, dengan permasalahan yang dominan adalah ke-
jelasan obyek, kewajaran tarif, dan kejelasan subyek.
Perda retribusi perizinan tertentu memperlihatkan
I'l jenis persoalan, dengan permasalahan yang domi-
nan adalah kewajaran tarif dan atau struktur tarif,
kejelasan birokrasi perizinan, dan kejelasan penga-
turan mengenai hak dan kewajiban wajib retribusi.
Perda-Perda retribusi yang tidak termasuk dalam
ketiga golongan di atas memperlihatkan 8 jenis per-
masalahan, dengan jenis permasalahan yang dominan
adalah prosedur perizinan, kewajaran tarif, kejelasan
obyek, serta kejelasan hak dan kewajiban wajib re-
tribusi.

Perda-Perda retribusi yang disarankan oleh PP
66/2001 memperlihatkan kecenderungan lebih tidak
bermasalah dibandingkan dengan Perda-Perda yang
tidak disarankan. Dari 162 Perda retribusi yang dis-
arankan, ada 40 % yang tidak bermasalah; sedangkan
dari 71 Perda retribusi yang tidak disarankan, ada 10
% yang tidak bermasalah. Porsi Perda yang berma-
salah secara prinsip dan substansi dari Perda-Perda
yang tidak disarankan adalah 84 %, sedangkan porsi
kebermasalahan prinsip dan substansi dari Perda-
Perda yang disarankan adalah 33 %.

Perda Non-Pajak Non-Retribusi

22. Perda-Perda non-pajak non retribusi lebih memperli-
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hatkan kecenderungan bermasalah daripada tidak
bermasalah. Dari 56 Perda non-pajak non-retribusi,
79 % bermasalah baik secara prinsip, substansi, mau-
pun teknis; sedangkan sisanya 21 % yang tidak ber-
masalah. Bahkan jika kita menggunakan perbandin-
gan antara kualifikasi 3 dan 4 dan kualifikasi | dan 2,
Perda-Perda non-pajak non-retribusi masih dapat
dikatakan cenderung bermasalah. Perda-Perda non-
pajak non-retribusi yang bermasalah secara prinsip
dan substansi mengambil porsi 75 %, sedangkan yang
bermasalah teknis dan tidak bermasalah hanya 25 %.

Perda-Perda yang bermasalah secara (7?)
prinsip memperlihatkan persoalan dalam "~



hal pelanggaran prinsip free internal trade, efek
pungutan ganda, dan validitas Perda sebagai mekan-
isme pencapaian tujuan yang diklaim. Pelanggaran
prinsip free internal trade diperlihatkan oleh 3 Perda
dari 5 Perda yang bermasalah secara prinsip, efek
pungutan berdanda 2 Perda, dan persoalan validitas
2 Perda.

24. Perda-Perda yang bermasalah substansi memperli-
hatkan beberapa persoalan yang menonjol, misalnya
kejelasan isi, prosedur birokrasi, dan kejelasan fo-
kus. Persoalan kejelasan isi diperlihatkan oleh 20
Perda dari 37 Perda yang bermasalah secara sub-
stansi, prosedur birokrasi |6 Perda, dan kejelasan
fokus || Perda.

4.2. KESIMPULAN

Perda-Perda yang dianalisis lebih memperlihatkan
kecenderungan bermasalah daripada tidak bermasalah.
Kecenderungan ini diperlihatkan secara konsisten, baik
oleh Perda-Perda pajak daerah, Perda-Perda retribusi
daerah, dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Anal-
isis yang lebih detail atas struktur internal Perda-Perda
retribusi yang masih bisa dibedakan antara Perda retri-
busi jasa umum, Perda retribusi jasa usaha, Perda retri-
busi perizinan tertentu, serta Perda retribusi di luar 3
golongan pun memperlihatkan kecenderungan yang
sama.

Kecenderungan bermasalah tersebut juga tampak
masih kuat bahkan jika kita melunakkan tolok ukur se-
hingga permasalahan teknis relevansi referensi yuridis
yang digunakan diabaikan. Permasalahan prinsip dan
permasalahan substansi juga masih signifikan diperlihat-
kan oleh Perda-Perda yang dianalisis, baik itu pada
Perda-Perda pajak daerah, Perda-Perda retribusi
daerah, maupun Perda-Perda non-pajak non-retribusi.

Sebagaimana yang digunakan sebagai kerangka anal-
isis, kebermasalahan Perda-Perda dapat dibedakan
antara kebermasalahan yang sifatnya prinsip, substansi,
dan teknis. Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip
adalah Perda-Perda yang memperlihatkan permasalahan
dalam hal hambatan yang ditimbulkan atas lalu lintas
perdagangan dalam negeri, efek pungutan ganda, dan
validitas Perda sebagai mekanisme dalam mencapai tu-
juan yang menijustifikasi pembuatan Perda. Walaupun
secara proporsional tidak cukup besar dibandingkan
dengan kualifikasi kebermasalahan lain, kualifikasi keber-
masalahan prinsip patut mendapat perhatian serius. Fo-
kus yang harus ditujukkan dalam kaitan dengan perma-
salahan prinsip ini memang ada pada Perda-Perda retri-
busi yang memperlihatkan jumlah nominal dan persen-
tase yang tinggi, akan tetapi tentunya dengan tidak perlu

mengabaikan Perda-Perda pajak daerah dan Perda-Perda
non-pajak non-retribusi.

Kebermasalahan substansi merupakan kualifikasi
kebermasalahan yang paling meluas ditemukan di berba-
gai kelompok dan level Perda yang dianalisis. Berbagai
persoalan substansi yang menonjol adalah persoalan ke-
wajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan birokrasi,
kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib
pungutan, dan kejelasan obyek. Diabaikannya persoalan-
persoalan tersebut berarti masih diabaikannya prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas yang harus
diperhatikan dalam pembuatan peraturan daerah apabila
pemerintahan daerah yang membuatnya menghendaki
tampilnya pemerintahan yang baik.

Meluasnya persoalan relevansi acuan yuridis yang
digunakan mengundang pertanyaan mengenai sosialisasi
peraturan-peraturan pemerintah di atasnya dalam mem-
bimbing peraturan-peraturan daerah. Akan tetapi dapat
dicatat bahwa persoalan referensi yuridis yang digunakan
tidak dengan sendirinya mengimplikasikan munculnya
persoalan-persoalan yang substansial. Hal ini juga dapat
dikonfirmasikan sebaliknya oleh kenyataan bahwa Perda-
Perda yang memperlihatkan persoalan substansi tidak
selalu memperlihatkan persoalan referensi yuridis. Den-
gan demikian, di satu pihak persoalan sosialisasi acuan
yuridis yang mutakhir perlu mendapat perhatian, tetapi
di sisi lain pula perlu adanya perhatian yang lebih seim-
bang pada masalah-masalah yang bersifat substansial.
Pentingnya fokus pada persoalan-persoalan substansi ini
berlaku merata, baik untuk Perda-Perda non-pajak non-
retribusi yang memperlihatkan porsi tertinggi, maupun
untuk Perda-Perda pajak daerah dan Perda-Perda retri-
busi daerah.

Secara umum, kebermasalahan Perda-Perda yang
dianalisis juga banyak dikontribusi oleh Perda-Perda yang
obyeknya dikreasikan oleh pemerintah daerah. Dengan
mengggunakan kategori listed dan non-listed dalam PP
65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 tentang
Retribusi Daerah, analisis ini memperlihatkan bahwa
Perda-Perda yang obyeknya dikreasikan sendiri oleh pe-
merintah daerah di luar yang disarankan kedua pera-
turan pemerintah tersebut lebih bermasalah dibanding-
kan dengan Perda-Perda yang obyeknya direkomendasi-
kan. Dengan demikian, secara obyektif harus dikatakan
bahwa kreatifias Pemerintah Daerah masih bermasalah.

Pernyataan obyektif ini tentu saja bisa mengimplika-
sikan interpretasi dan penyikapan yang bervariasi yang
berada di luar cakupan analisis ini. Akan tetapi secara
sederhana dapat dikatakan bahwa langkah-langkah yang
diperlukan guna pengembangan kemampuan .,
lokal dalam mengoperasikan otonomi daerah (* ({:)



tampaknya perlu mendapat perhatian serius. Pengem-
bangan kemampuan lokal tersebut perlu ditujukan pada
pengembangan kemampuan administrasi pemerintahan

yang memperhatikan

prinsip-prinsip  akuntabilitas,

prediktabilitas, dan transparansi dalam proses-proses
kebijakan di tingkat lokal.

4.3. REKOMENDASI

Berhubung luasnya permasalahan yang ditemukan,
diperlukan kerja monitoring yang lebih profesional
yang dapat mengungkapkan persoalan-persoalan
secara lebih dini dan vokal berkaitan dengan pem-
buatan perda-perda. Penanganan persoalan perlu
dilakukan secara lebih terfokus dan argumentatif,
karena bisa saja revisi/pembatalan yang disarankan
tidak selalu mudah diterima di hadapan kenyataan-
kenyataan politik yang memberikan sumbangsih

pada konstruksi Perda-Perda bermasalah yang ada.

Berhubung Perda-Perda retribusi yang banyak
mengkontribusi persoalan prinsip, sosialisasi men-
genai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam
pembuatan Perda retribusi perlu mendapat per-
hatian. Tampaknya prinsip-prinsip free internal trade,
penghindaraan pungutan berganda atas obyek yang
sama, dan akuntabilitas dalam pemilihan obyek retri-
busi tidak banyak dipahami atau paling tidak diabai-
kan.

Meluasnya persoalan-persoalan substansi men-
gimplikasikan perlunya sosialisasi yang lebih serius,
baik mengenai kerangka yuridis maupun prinsip
akuntabilitas, prediktabilitas, dan transparansi yang
harus diperhatikan dalam pembuatan aneka pera-
turan daerah. M

Lampiran 2.1.
FERATURAN DAFRAH DAN JENIS PELANGGARANNY A:
Ferda Pajak Daerah
HO. MAMA DAFRAH HOMOE. HANMA FERDA JEMIS PELANGGARAN
FERDA A |B |[C |DIE|F |G|H|I |[J|E|L[M|N|[X
1 Lizted di PP 652001
11. | Bermasslsh Prinsip Parlu
Diibatalkan
Eota Cirebon Parda 771908 Pajak Pengambilan dan v
Pengolahan Baahan Gelisn
Crolonzan C
Fota Padang Parda 27/1997 Pajak Bahan Galian Golongsn v
C
Suobtotal 1.1. 2
12, | Bermaszlsh Substanzi, Perlo
Blewisi
Eabupaten Aceh Singkil Parda 20,2000 Pajak Pemanfastan Air Bawah v v
Tanah dan Adr Permmikazn
Eabupaten Aceh Tinmr Parda 471008 Pajak Pensranzan Jalan v |V
Fabpaten Aceh Tinmr Perda 41008 Pajak Feklame W
Eabupaten Aceh Timmr Parda 7/1908 Pajak Penzambilan dan W
Pengolahan Bahan Galian
Grolonzan C
Eabupaten Aceh Timmr Parda 871008 Pajak Pemanfzatan Air Bawah v
Tanah dan Adr Permmikazn
Eabupaten Banyrwangi Pardz 101008 Pajak Pengambilan dan W
Pengolahan Bahan Galian
Golongan
Eabupaten Bengkalis Parda 41,2001 Pajak Pensranzan Jalan i
Eabwpaten Flores Tinmr Parda 42000 Pajak Pensranzan Jalan W v
Eabupaten Giswyar Parda 32000 Pajak Feklame W
Eota Jayapura Parda 13,2000 Pajak Hotel dan Bestoran W v
Eabupaten Lampung Timmr | Perda 52000 Pajak Penrambilan dan W
Pengolahan Bahan Galian
Grolonzan C
Fabupaten Pamekasan Parda 32000 Fajak Penerangan Jalan W
Eota Siholga Perds 82000 Pajak Beklame W i
Fabupaten Tangerang Perda 41000 Pajak Penerangan Jalan W v
Eotamadys Tanzerang Parda 101000 Pajak Pensranzan Jalan W v
Fotamadys Tangerang Perda 112000 Pajak Hiburan W v
Eota Temmats Parda 32000 Pajak Pensrangan Jalan W v
Fota Ternate Perda (62000 Pajak Pemanfaatan Air Bawah W v
Tansh dsn Air Permmikasn
Subtotal 1.2. 5011 - 1 |- 13 1]-]- ]




Na MAMA DAFRAH NOMOE NAMA FERDA JEMIS PELANGGAR AN
PEEDA Al |c |p |ElFla|H[I T [E[L M| o
13. | Bermasalsh Telmis, Perln
Direvisi
Propinsi Musa Tenggara Parda 91907 Pajak Bzhan Bakar Kendarasn v
Barat Barmuotor
Fotamadya Padang Perda 51908 Pajak Penerangan Jalan v
Eotamadya Padanz Parda 28/1097 Pajak Pemanfaatan Air Bawsh v
Tansh dan Air Permmkasn
Eabupaten Tangerang Pards 3/ 1000 Pajak Feklame v
Eabupaten Tangerang Perda 41000 Pajak Hiburan v
Eotamadya Tangsrang Parda 91000 Pajak Hotel dan Bestoran v
Eota Ternate Perda 42000 Pajak Hotel dan Restoran v
Eota Ternate Parda 52000 Pajak Feklame v
Eota Temats Perda 72000 Pajak Pengambilan dan v
Pengzolshan Bahan Galian
Zolongan C
Sobtotal 1.3, o
14. | Tidsk Bermasalah
Eabupaten Aceh Tinmr Parda 51008 Pajak Hotel dan Bestoran v
Eota Balikpapan Parda 182000 Pajak Hiburan v
Eota Bandarlampuns Parda 10V2000 Pajak Penerangan Jalan v
Eabupaten Benpkalis Parda 402001 Pajak Pengambilan Bahan v
Galisn Golongan C
Eabupaten Bengkalis Parda 432001 Pajak Festoran v
Fabupaten Bengkalis Perda 442001 Pajak Hiburan w
Fabupaten Bengkalis Perda 452001 Pajak Feklame v
Eabupaten Lampung Barat Parda 071908 Pajak Pengarnbilan dan v
Pengolihan Bahan Galian
Golongan C
Eabupaten Luwn Utara Parda 02/ 2000 Pajak Pengarnbilan dan v
Pengolahan Bahan Galian
Golongan ©
Eabupaten Mangearai Parda 062001 Pajak Hotel v
Eabupaten Pamekasan Bardz 42000 Pajak Feklams v
Eotamadya Samarinnda Parda 2071997 Pajak Pengamnbilan dan v
Pengelolazn Bahan Galian
Golonzan C
Eabupaten Tanah Lant Parda 271008 Pajak Pengarnbilan dan v
Pengolihan Bahan Galian
Golongan C
Eabupaten Tangerang Parda 51008 Pajsk Hotel dan Festoran v
Eotamadys Tangerang Parda 081900 Pajak Peklame v
Subtotal 1.4. 15
Suobtotal 1 - |- = F |11 (-] f-F |- -]~ |1 )15
2 Mon-Listed dalam PP
6572001
2.1. | Bermasalah Prinsip, Peslu
Dibatalkan
Eabupaten Opan Komering | Perda 152001 Pajak Pemsahzan Industri v
Ilir
Eabupaten Tolitoli Parda 252001 Pajak Komodit W
Sobtotal 1.1, 1
21, | Bermasalsh Substansi, Perln
Reewisi
Eotamadya Tangerang Parda 272040 Pajak Atas Penyelenggaraan W
Parkir Swasta
Suobtotal 1.2, 1
23. | Tidsk Bermasalah
Eabupaten Cirebon Parda 51200 Pajak Hasil Usaha Sarang v
Burung Walet
Fabupaten Deli Serdang Parda 252000 Pajak Produksi Hasil Tambak v
Eota Depok Parda 77200 Prajak Diaerah v
Fab. Poso Perda 262001 Pajak Alst Tangkap Ikan v
Sobtotal 2.3, 4
Subtotal 2 1 - - 1-1- - 1= 1-[-111]-]- 4
Taotal 1 - =511 {- |1 )- (3]0 |- |- 19

Eeterangan: A = Menntangi free internal rade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; D = Ketdakjelasan birokrasi perizinan; E = Ketidakjelasan obyek pungutan; F =
Eetidswajaran taniffsouknr tanff; & = Diskoneksi I=i dengan Tajuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Eepastisn masa lakm izin; T = Ketidakpastan sanksi dsn kewajiban wajib
pmgzutan; K = Ketidakjelasan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Eemimaan yang bersifat wajib; I = Felevansi scuan yuridis; O = Tidak bermasalah

o)



Lampiran 22,
PERATURAN DAFFAH DAN JENIS FELANGGARANNYA:
FPerda Retribusi Jaza Umum
HNa HNAMA DAERAH NOMOER NAMA PERDA JEMNLS PELANGGARAN
FEEDA E|F|G[(H|I |JI MI|N|O
1 Lizted di PP 662001
1.1. | Bermasalsh Substansi, Perln
Blevisi
Fabupaten Aceh Tengsh Parda 082001 Fatribusi Parkir di Tepi Jalan v v
Eota Balikpapan Perda 2072000 Bustribusi Pemneriksasn Alst v v
Pemnadam Kebakaran
FEabupaten Gununskidul Parda 1772000 Fetribusi Pengujisn Kendaraan v v
Barmotor
Eabopaten Meran=in Perda 1072000 Fiatribusi Pasar W
Fabupaten Pekalonzan Perda 2/2001 Fetribusi Pelayanan VIV
Persampahan Febersihan
Fota Pekanbaru Perda (62000 Feetribusi Pasar VIV v
Fota Probolinggo Parda 52000 Famibusi Parkir v v
Eotamadya Tangerang Perda 2272000 Pengujian Kendaraan Bermotor v v
Sobtotal 1.1. R 1 4 4
12, | Bermaszlsh Telmis, Perln
Dhrevisi
Fota Banda Aceh Parda 572000 Fatribusi Pemeriksasn Alst v
Pemadam Eebakaran
Fota Banda Aceh Parda 62000 Fetribusi Parkir di Tepi Talan v
Unnam
Eabopaten Flores Tinmar Perda 5/ Remibusi Pengujizn Berkala v
Fendarzan Bermotor
Fabupaten Gununskidul Parda 2/2000 Fatribusi Parkir di Tepi Jalan v
Unnam
Eota Jayapura Perda 7/2000 Fuetmibmsi Pasar v
Fabupaten Mangrarai Parda 1272000 Fatribusi Sampah v
Eabopaten Mangearai Perda 132000 Fiatribusi Pengujisn Kendaraan v
Barmotor
Fabuapaten Sumba Tinmr Parda 37/ 20060 Femibusi Penpujian Fendaraan v
Barmotor
Fabupaten Tangerans Parda 42000 Fietmibusi Parkir di Tepd Jalan v
U
Subtotal 1.2, )
13. | Tidak Bermnasalah
Fabupaten Aceh Timmar Parda 3/1900 Fietribusi Parkir di Tepd Jalan v
Ui
Eota Balikpapan Parda 192000 Fetribmsi Pelayanan Keschatan v
Eota Balikpapan Parda 23/ 2000 Feetribmsi Pelayanan v
Persampahan dan Kebersihan
Eabupaten Batanghari Parda 12/2000 Feetribmsi Pengujisn Kendaraan v
Barmotor
Fabupaten Biak MNumfor Parda 12001 Fietribusi Pasar v
Eabuapaten Bogor Parda 21/ 200 Femibmsi Pensujisn Eendaraan v
Bermotor
Eota Depok Parda 32001 Fetmibmsi Pasar v
Eota Gorontalo Parda 62000 Fietribusi Pasar v
Eabupaten FKerinci Parda 10/2000 Fuetribmsi Pasar v
Eabupaten Ferinci Parda 11/1000 Feetribusi Pensgantsn Biaya v
Cetak Peta
Fota Eupang Parda 12/2000 Fletribusi Bizya Pengomsan v
ETP dan Akt Catatan Sipil
Eota Eupanz Parda 18/ 20 Pengujizn Eendaraan Bermotor v
Fabupaten Magelans Pards 51900 Reetribmsi Pasar v
Fabupaten Merangin Parda 182000 Fletribusi Parkir di Tepd Jalan v
Unnumn
Fabupaten Pekalongan Parda 5/2001 Fetribusi Pelayanan Fesshatan v
di Pusat Flesshatan Masvarakat
Eota Sibolga Parda 10V2000 Foetribusi Pasar v
Eota Surabaya Parda 82000 Feetribmsi Parkir di Tepd Jalan v
Ui
Fabupaten Tabanan Parda 3/ 2000 Penzujisn Kendaraan Bermaotor v
Fabupaten Tangerang Parda 1/2001 Feetribmsi Pelayanan Kesehatan v
di Pusat Eesehatan Masyarakat
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Ho MAMA DAFFAH HNOMOE. HAMA PERDA JEMIS PELANGGAR AN
DERDA 'Y EEEEEEEHEE A EEERE
Eabupaten Tangerang Parda 32000 Fetnibust Pengganaan Bisya v
Catak Peta
Eabupaten Timor Tengsh Parda 272001 Femibusi Penpujisn Kendaraan v
htara Bermotor
Subtotal 1.3 21
Subtotal 1 512 4 1|21
2 Mon-Listed dalam PE
662001
21. | Bermaszlzh Prinsip Parln
Dibatalkan
Eabuapaten Bengkuln Perda 21,/2000 Peetribusi Eartu Ternak v
Selatan
Eabupaten Bengkuln Parda 25/ 2000 Fetmibusi Membawa Hasil v
Selatan Perkebunan Esluar Daerzh
Fota Bogor Parda 772001 Rletribusi Pemskaian Jalan v
untuk Angkutan Barang
Fabupaten Tasikmalaya Perda 32/200:0 Fetribusi Pemnberian Ixn dan v
Bizya Pembonzkaran Reklame
Subtotal 2.1 1 (2 [1
Subiotal 2 1 (2 [1
Total 1 (2 (1 |- ([5(2|-|4|--(-1]-]-1]1][21

Eeterangan: A = Menntangi fiee internal rade; B = Double taxatdoen; C = [ovalid mechanism; D = Ketidakjelasan birokrasi penizinan; E = Ketidakjelasan obyek pungutan; F =
Eetidawajaran tanffsmokhur tanff; & = Diskoneksi Isi dengan Touan; H = Kelengkapan yuridis; I = Eepastian masa lskm izin; J = Ketidakpastian sanksi dan kewajiban wajib
pungutan; K = Ketidskjelasan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Eemitrasn yang bersifat wajth; 1 = Felevansi scuan yuridis; O = Tidak bermasalah

Lampiram 2.3.
FEEATURAN DAFRAH DAN JENIS FELANGGARANNY A
Perda Retribus Jaza Usaha
No MAMA DAFRAH HNOMOR. HNAMA FERDA JENIS PELANGGARAN
PERDA 4 |B |C |D |E|JFIG(H|T |T|EJLM|N |O
1 Listed di FP 662001
1.1. | Bermasalah Prinsip Perlu
Dhibatalkan
Fabupaten Bekasi Perda 252000 Feetribusi Tempat Ehmsus W
Parkir
Fabupaten Cirebon Pearda 542001 Fletribusi Tempat Pelalanzan v
Ikan
Fabupaten MMerangin Perda 162000 Fletribusi Tempat Flmsus v
Parkir
Subtotal 1.1. 3
12, | Bermasalsh Substansi Pesln
Flewisi
Fabuapaten Aceh Tenzzh Perda 3/ 2000 Beetribmsi Pasar v v
Eabapaten Banzzal Perda 2/2000 Feetribmsi Pasar Grosir dan atan v
Partokoan
Fabupaten Bangkalan Parda 1272000 Fletribuzi Bumsh Potong v
Hewan
Fabupaten Barito Ttara Pearda /2000 Fetribuzi Terminal Angkutan VIV
Pemumpang dan Barang
Eabuapaten Barito Ttara Parda G/2000 Feetribmsi Tempat Tambat v v
Kapal
Fabupaten Biak Numfor Perda 772001 Femibust Parkir v v v
Fabupaten Gunumgkidnl Perda 42000 Fletribusi Pasar v v
Eota Jayapura Perda 52000 Feemibmsi Pasar Grosir dan atan v v
Perokoan
Eota Jayapura Perda Q2000 Feemibmsi Penjualan Produksi v v
Usaha Diaerah
Eabapaten Kotawaringin Perda 82000 Feetribmsi Tempat Pendaratan W
Barat Fapal




Mo MAMA DAERAH HNOMOR HAMA FEFDA JENIS PELANGGAR AN
PERDA A B Joc o Jelrlelg]I [T [E[LM]u Jo
Fabupaten Merangin Pards 132000 Fetribmsi Fumsh Potong v
Hewan
Eabupaten Mojokerto Parda 42000 Fietmibmsi Pasar
Propinsi Musa Tenggara Parda 3/2000 Fetribusi Penjualan Produksi v v
Tinmr Usaha Dhaersh
Fabupaten Pamskazan Perda 52000 Fetribusi Pasar v
Fabupaten Pekalongan Parda 3/2001 Remibtus Tempat Pendaratan v
Eapal
Fabupaten Pekalonzan Parda 4,/2001 Pietribmsi Paszar Grosir dan atan
Perokoan
Fota Sibolga Perda 132000 Fetribusi Temuinzl v
Eota Sibolga Parda 122000 Fietribmsi Pazar Grosir dan atan v
Perokoan
Foota Temate Parda 1272000 Fletribmsi Parkir v v
Sobtotal 1.2, 815 3 7
13. | Bermaszlsh Tekmis, Pesln
Diirevisi
Fabupaten Aceh Tengsh Pards 42001 Fiemibusi Pemakaizn Fekayasn v
Dizarsh
Fabupaten Aceh Tengsh Parda 5/2000 Fetribusi Fumsh Potong v
Hewan
Eabupaten Biak Numfor Parda 62001 Reetmibmsi Terminal v
Eabupaten Buol Tolitoli Parda 111000 Retmibusi Pasar Grosir dan atan v
Perokoan
Fabupaten Fakfak Parda 3/2000 Fembusi Pemskaizn Kekayaan v
Daerzh
Eabupaten Gorontalo Parda 2/2000 Femibtms Fumah Potongz v
Hewan
Fabupaten Gununskidul Parda 3/ 2000 Feetribmsi Tempat Ehusus v
Parkir
Fabupaten Gununskidal Parda 7/2000 Fumsh Potonz Hewan v
Fabupaten Gunumskidul Parda 8/ 2000 Fietribusi Tempat Penginapan v
Pecanzsrahan Vila
Eabupaten Gunumzkidul Perda 10/2000 Fetribusi Temminsl v
Eota Jayapura Parda 52000 Remibusi Fomah Potong v
Hewan
Eota JTayapura Parda 62000 Peetribusi Tempat Fhusus v
Parkir
Eota Jayapura Perda 112000 Fetribusi Terminsl v
Eabupaten Mojokerto Parda 7/2000 Ruetribmsi Pasar Grosir dan atan v
Perokoan
Propinsi Wusa Tenggara Parda 1171997 Fietribmsi Pemakaian Kekayasn v
Barat Dizarzh
Propinsi Musa Tenggara Parda 1271997 Reetribmsi Penjualan Produksi v
Barat Usaha Dhaersh
Propinsi Musa tenggara Parda 42000 Fietritusi Tempat Fhusus v
Timmr Parkir
Fabupaten Pamekzsan Parda 52000 Puetmibmsi Pasar v
Eota Probolingzo Parda 42000 Fletmibusi terminal v
Fota Probolinggo Perda 112000 Fetribusi Fumsh Potong v
Hewan
Fabupaten Tangerang Parda /2000 Fiefribusi terminal v
Fotamadya Tangerang Parda 07/2000 Fetribmsi Temmninsl v
Eotamadya Tangerang Parda 8/1004 Fietribusi Pazar, Tempat v
Perdaranzan Umum dan Jasa
Eotamadya Tangerang Parda 1971004 Fietribusi Pasar, Tempat v
Perdapangan Umnum dan Jasa
Eontamadya Tangerang Parda 212000 Fietmibmsi Pemakaizn Kekayasn v
Daerzh
Eota Temats Parda 082000 Fetribusi Pasar v
Eota Temate Perda 10,2000 Fetribusi Temuinzl v
Sobtotal 1.3, 7
14. | Tidak Benmasalah
Eabupaten Aceh Tinmr Parda 5/1900 Femibus Fumsh Potong Vv
Hewan
Fabupaten Aceh Tinmr Pards §1900 Fetribmsi Temmninsl v
Eabupaten Aceh Tinmr Parda 7/1000 Fetmitus Tempat Fhusus v
Parkir
Eota Balikpapan Perda 212000 Fetribusi Tempat Pendaratan v
Eapal Perkanan
Eota Bandarlampun= Parda 62000 Fletribusi Terminal W




HNo HNAMA DAERAH NOMOER. NAMA PEFDA JENIS PELANGGAR AN
PERDA Al Je o Je]JrlalH]I [T R JM]u Jo
Eabupaten Bangzal Perda 10/2000 Riatribusi Tempat Pendaratan v
Hapal
Fabupaten Bengkmin Parda 262000 Feetmibusi Produksi Tsaha v
Selatan Dzarzh
Eabupaten Biak Numfor Perda 2/2001 Fiatribusi Penjualan Produksi v
Usaha Draersh
Eabupaten Bisk Numdfor Parda 42001 Ruatribusi Pasar Grosir dan atan v
Parokoan
Fabupaten Biak Numfor Perda 1272001 Fetribusi Pemakaian Kekayaan v
Dizarzh
Fota Gorontalo Perda 1/2000 Feetribusi Pasar Grosir dan atan v
Parokoan
Eota Gorontalo Perda 2/2000 Fietribusi Fumash Potong vV
Hewan
Eota Gorontalo Perda 62001 Fietribusi Pemakaisn Fekayasn v
Dizarzh
Eota Gorontalo Perda 82000 Fietribusi Tempat Fhusus v
Parkir
Eabupaten Gorontalo Pearda 6/ 2000 Fetribusi Temminal v
Fabupaten Gorontale Perda 262000 Bietribusi Penjualan Produksi vV
Usaha Diaersh
Fabupaten Hula Sungzi Perda 33/ 2001 Fetribusi Pemskaian Toko v
Utara Milik Pemerintsh
Fabupaten Ferinci Perda 3/1900 Fetribusi Fumsh Potong v
Hewan
Fabupaten Kerinci Perda 42000 Fietribusi Tempat Penpginapan v
Pasanzzrahan Vila
Eabupaten Ferinci Parda 141008 Fietribusi Pengolshan Limbah v
Cair
Eabupaten Lombok Barat Perda 17201 Biatribusi Pazar Temak vV
Eabupaten Luwu Perda 42000 Bietribusi Pasar Grosir dan atan vV
Parokoan
Eabupaten Luwu Utara Perda 252000 Fietribusi Penjualan Produksi vV
Usaha Draersh
Fabuapaten Magelang Perda 12/2001 Fietmibusi Pemeriksasn v
Eesshatan Hewsan, Pemotongzan
Hewan, dan Peredaran Daging
Eabuapaten Merangzin Parda 82000 Retribmsi Pasar Grosir dan atan Vv
Pertokoan
Fabupaten Merangzin Perda 192000 Fetribusi Pemakaisn Eekayaan v
Dizarzh
Fabupaten Musi Banynasin | Perda 61990 Fietmibusi Fumsh Potong W
Hewan
Eabupaten Neada Perda 7/ 2000 Feetritmsi Tempat Fuekreasi dan Vv
Olahraza
Propinsi Musa Tenggara Perda 82000 Fietribusi Tempat Penpginapan v
Barat Pecanzsrahan Vila dan Asrama
Fabupaten Ogan Komering | Perda 18/2001 Fetribusi Pemakaian Eekayasn v
Ilir Dizarzh
Eabupaten Pasir Perda 16/1909 Fetribusi Tempat Pendaratan v
Eapal
Eabuapaten Tabanan Parda 4/2000 Fietribmsi dan Pengalolaan v
Terminal
Eabuapaten Timor Tengsh Perda 1/2001 Feimibusi ternminal v
Utara
Fabupaten Timor Tengsh Parda 72000 Fetribusi Pemakaisn Eekayasn v
Selatan Dizerzh
Eabuapaten Timor Tengsh Parda 82000 Fietribmsi Penjualan Produksi v
Selatan Usaha Draersh
Eabupaten Tulsng Bawang | Perda 03/ 2000 Feetribmsi Tempat Penginapan v
Pesangzzrahan Vila
Suobtotal 1.4 17 | 38
Subtotal 1 - 3 |- pls-f-1-13[4]- 34| 34
2 Mon-Listed dalam PP
G601
21. | Bermasalah Prinsip, Perlu
Diibatalkan
Fabupaten Aceh Timmur Perda 1772001 Fetribusi Hasil Usaha v
Parkebuman
Subtotal 2 1
[ | Total I I [- 11 |5 |- [o]s]-]-]-[3[4[-]-[34]36]

Eeterangan: A = Menntang fres internal trade; B = Double taxaton; C = Invalid mechanism: T) = Eetidakjelasan birokraszi perizinan; E = Ketidakjelazan obyek pungutan; F =
Eetidswajaran taniff'souknr tanff; & = Diskoneksi Isi dengan Tojuan; H = Kelenskapan yuridis; I = Eepastian masa Laku izn; J = Ketidakpastian sanksi dan kewajiban wajib
pumgutan; K = Eetidakjelazan subyek; L = Aksas masyarakat kecil; M = Eemitrasn yang bersifat wajth; 3 = Felevansi aouan yuridis; O = Tidak bermazalah

(<




Lampiram 2 4.
FERATURAN DAFFAH DAN JENIS FELANGGARANNYA:
FPerda Retribusi Ferizinan Tertenta
NO. HAMA DAERAH NOMOR. NAMA PERDA JENIS PFELANGGAFRAN
PERDA A [B |C |D[E F |G |[H |I|I E|L|M|HN (O
1 Listed di PP 662001
1.1. | Eateponi Barmasalah
Substansi, Perhu Revisi
Fabupaten Aceh Tengzh Parda 52001 Reiribusi Izxn Gangsn WV v WV
Fabupaten Aceh Tengsh Parda 82001 Feetribusi Imin Trayek v v
Eabupaten Bangzai Perda 82000 Reiribusi Izin Gangmian v v
Eabupaten Biak Numfor Parda 972001 Ruatribmsi Izn Ganszusn v
Fabupaten Buol Tolitoli Perda 1071989 Fetribusi Izin Tenpat v v
Panjualan Mimeman Beralkohol
Eotamadya Cirebon Perda 261004 Izin Mendirikan Banmman W v
Fabupaten Fakfsk Parda 42000 Fuetribusi Izin Teampat v v v
Panjualan Mimoman Berzlkohol
Fabupaten Flores Tinmr Perda 6/ 2000 Bemibus Inn Ganszuan v v
Fabupaten Gorontalo Parda 42000 Fembusi Inn Mendinkan v
Bangunan
Eabupaten Gorontalo Perda 7/2000 Bietribmsi Ixin Traysk W
Fabupaten Gununs Kidul Parda /2000 Fetribusi Izin Trayek v v v
Eota Jayapura Perda 1072000 Bietmibmsi Izn Traysk Al v
Fabupaten Kerinci Perda 62000 Fatribusi Izin Gangeman v
Eabupaten Ketapang Parda 772000 Ratribmsi Inn Mendirikan v
Hangunan
Eabupaten Lumu Parda 52000 Reiribusi Izin Gangrumn v v
Eabupaten Luwu Utara Perda 1272000 Bemribusi Ixin Gangzuan v
Fabupaten Merangin Parda 82000 Feetribusi Ixin Mendirkan v
Bangunan
Fabupaten Meransin Parda 17/2000 Retribusi Irin Gangguan W v
Fabwupaten Munsi Banymasin | Perda 81008 Fetribusi Izin Gangeusn v
Fota Padang Parda 42000 Feetribusi Imin Mendirkan v v
Bangunan
Eabupaten Pamekzczan Parda 7/2000 Feeiribusi Izin Trayek v v
Fotamadya Parepars Pards 41000 Reiribusi Izin Ganggusn v |V
Eota Sibolga Parda 172000 Feemmibusi Izin Ganzgnsn v
Fota Temate Perda 82000 Reiribusi Izin Ganggusn v v
Suobtotal 1.1. 5 13 |2 1 ile (-1 B
12. | Bermasalsh Telmis, Peslu
Dhrevisi
Fabuapaten Aceh Tenzah Perda 142001 Femibusi Imn Menditikan v
Banzunan
Fabupaten Banyawangi Perda 22/1008 Femibusi Irin Gangzuan v
Eabapaten Biak Numfor Parda 82001 Bietribusi Izin Trayek v
Fabuapaten Gummz Fidul Perda 1172000 Fetribusi Izin Mendirikan v
Bangunan
Foota Jayapura Perda 162000 Izin Mendirkan Banmuman v
Eabupaten Tangerang Pards 71000 Fuaribusi Izin Trayek v
Fota Temate Perda 142000 Feemibusi Irin mendirikan v
Banzunan
Subtotal 1.2, 7
13. | Tidsk Bermasalah
Fabupaten Aceh Tinmr Parda 471000 Feetribusi Ign Traysk v
Fabupaten Dongeala Parda 42000 Reiribusi Izin Gangman v
Fota Gorontalo Pearda 42000 Fetribusi Ign Traysk v
Fabupaten Kerinci Perda 471999 Feetribusi Imn Trayek v
Fabapaten Luwu Parda 62000 Reatribusi Ign Mendirikan v
Bangunan
Fabupaten Meranmin Perda 152000 Feetribusi Imn Traysk v
Fabupaten Musi Banyuasin | Perda 871000 Feetribusi Izn Trayek WV
Eotamadya Parepars Pards 871000 Izn Mendinksn Bansuman WV
Subtotal 1.3. g
Sobtotal 1 - - - 5 13 |2 1 ile (-1 15 |8
2 Mon-Listed dalam PP
662001
2.1. | Bermasalah Prinsip, Perlu
Diibatalkan




HO. MAMA DAFRAH HNOMOER. HAMA PERDA JENIS FELANGGAFAN
PERDA Alelc]o]z JFle e ]i]r ] M][m JoO
Eabupaten Bengknln Parda 1072001 Bletribusi Izin Kepemilikan v
Selatan (Gergaji Fanti
Eabupaten Bengknln Parda 222000 | Fetribusi Izin Pengeliaran v
Selatan Hewan Temak Feluar
Eabupaten
Eabupaten Deli Sardang Parda 172000 | Fetribusi Izn Bonskar Muoat v
Barane Daganzan
Eabupaten Gorontalo Pards 632000 | Fetribus [zin Eepemilikan dan v
Pensgunasn Gergaji Fantsi
Propinsi Lampung Parda 6/2000 Bletribusi Izin Komodit Ealuar | W
Propinsi
Eabupaten Bisk Nurnfor Parda 13/2001 Femibusi Izin Pamnmkan v
Penzmunasn Tansh
Fabapaten Opan Komering | Parda 202001 Bletribusi Izin Lahilintas Hasil v
Iir Bush-Buahan Hertkulhura dan
Buah Eelapa Sawit
Sobtotal 2.1. 3 1 3
22, | Bermasalsh Substansi, Pesln
Femisi
Fabupaten Aceh Tenzah Perda 032001 Femibusi Izin Pemnmukan v v
Pengmumasn Tansh
Eabupaten Bekasi Perda 132001 Pertambanzan Unmm v v W
Eabupaten Bengknln Parda 082001 Bletribusi Produksi Kaym atas v
Selatan Izin Pemeanfastan Haszil Hotan
Eayu pada Tanah Milik
Eota Binjai Parda 052000 | Fetribusi [zn Pengslolaan dan v
Pensusahasn Bumns Walet
Eota Binjai Parda 052001 Izin Tempat Usaha v v
Eabupaten Blitar Perda 262000 Feetribusi [zn Tebang Fayu VoWV v
Desa’ Hutan Fakyat dan Kayu
Hisil Perkebunan serta
Penerbitan Surat Angkutan
Fayu Milik/SAEM
Eabupaten Blitar Perda 272000 | Fetribusi Izn Pengambilan v v v
Hasil Hutam Fakyat Moo Eayun
dalam Kabupaten Blitar
Eabupaten Deli Serdang Perda 22/2000 Remribusi Izin Usahs Perikanan v v v
Eabupaten Gorontalo Pards 92000 Retribusi Izin Pamnmkan VoWV
Penzgunasn Tansh
Kabupaten Gorontalo Parda 12/2000 Rletribusi Izin Pengambilan VoV
Hasil Hutan Tkutan
Kabupaten Gorontalo Parda §2/2000 Pietribusi Izin Pengolshan v v
Pemumnpukan, dan Penjuzlan
Flayu Bakar
Eabapaten Gorontaloe Parda 652000 Fetribusi Penzamanan v
Pengawasan, dan Pembinaan
Usaha Perkebunan
Propinsi Gorontalo Perda §7/2000 Feetribusi Ixin Penangkapan dan v
Budidaya Ikan di Danam
Limboto
Kabupaten Indramayu Perda 272001 Ratribusi Izin Usaha Industr v v
Fabupaten Indramaya Parda 28/20:01 Penyelenggarasn Wajih Dafiar VOV
Perusahaan
Eabupaten Indramayn Parda 332001 Pletribusi Izin Pembusatan, VoV
Pengusahasn Tambak, dan
Pengelolasn Tempat Penjualan
Hasil Tambak
Kabupaten Indramayn Perda 34/2001 Platribusi Izin Tsaha v
Pemnbenihan Udans
Eabupaten Kapuas Hulu Parda 11/2000 Pedomsn Pengelolzan dan v v
Pengusahaan Sarang Bumnz
Walet
Eabapaten Karawangz Perda 182001 Feetribusi [zin Pertambanzan VoWV
Unnun
Propinsi Lampung Parda 9/2000 Femibusi [=in Peryimpanan
Penimbmnsn Semen dan
Batubara serta Mineral Lainnya
Fabupaten Lombok Barar Parda 21/2001 Fletribusi Surat Izin Volv VIV
Pemungutan Hasil Hutan
Bukan Eayu dan Retribusi
Hasil Hutan Bukan Eayn




| HO. | MAMA DAERAH HOMOE. HAMA PERDA [ JENIS FELANGGARAN |
FERDA [aJelc o e JFr eI TEJL]IM][® Jo |
Fabupaten Magelang Perda 142001 Reetribusi Izin Tebang Kayu vV
Ruskyat dan atsu Penerbitan

Surat Esterangan Sshmya Hasil
Hutan (SESHH) atsu Surat
Anzkat Eayu Milik (SAEM)
Eabupaten Mangearai Perda 82001 Remibusi Inn Pengusshasn v v
Bahan Bakar Minyak dsn Gas
Eabupaten Meransin Perda 52000 Femibusi Izn Pensambilan v v
Hazil Hutan Tkutan
Eabupaten Merangzin Perda 12/2000 | Femibusi Izin Pemnmukan v v
Pengmumasn Tansh
Eabupaten Muzra Enim Perda 971908 Remibusi Izin Pemnmukan v v
Pengmumasn Tansh
Eabupaten Ogan Komering | Perda 162001 Fietribusi Izin Tands Deaftar W v
Pemsahasn, Izin Tsaha
Indusiri, dan Izin Tanda Daftar
Gudang
Eabupaten Opan Komenng | Perda 1972001 Peetmitmsi Izn Permumpgutan v
Hazil Hutan Fayu dan Bukan
Eayu pada Hutsn Fakyat/ Tansh
Milik
bupaten Toba Samosir Perda 772001 Izin Usaha Membuks Folam v v
Pembenihan Tkan Kolam Air
Deras, Kolam Air Tenans,
Eeramba Jaring Apnmg, dan

Q

Q

R

i

EE

i
i

FKeramba
Sobtotal 2.2, 15 1 E |6 [3 414 11222
23. | Bermasalzsh Teknis, Pesla
Foevisi
Fabupaten Banyowangi Perda 23/1008 Fietmibusi Izin Peronmukan v
Pengmumasn Tansh
Eabupaten Deli Serdang Perda 251908 Femibusi Izin Pemnmikan v
Pengmumasn Tansh
Fota Padang Parda 91904 Pamakaman v
Fabupaten Tanah Lant Perda 30/1995 Permmegutan retribusi terhadsp v
Pernberian Izin Pambukain
Tanah
Subtotal 2.3, 4
24. | Tidak Benmasalah
Fabupaten Batanghar Parda 13/2000 Izin Pengmmasn Jalan v
Fota Depok Parda 5/2001 Feetribusi Imn Perontukan v
Pangmumasn Tansh
Fabapaten Indramayu Perda 262001 Izin Usahs Perdaganzan WV
Eabupaten Kstapang Parda 42000 Betribmsi Izin Pemoniukan v
Penzpunasn Tansh
Fotamadya Parepare Perda 12/1000 Retribmsi Izin Peroniukan v
Pengzmunasn Tansh
FKabupaten Poso Pearda 252001 Fetribusi Imn Usaha Perikanan v
Fabupaten Toba Samosir Parda 142001 Fletribusi Izin Pemanfaatan v
Fayu pada Tanah Milik
Subtotal 2.4, 7
Subtotal 2 3 ] 3 15 |11 E |6 [3 414 1|21 ]a |7
Taotal 3 3 20 | 11 )8 (4 | 71131 )31 ([2 )15

Feterangan: A = Mernintangi free internal rade; B = Double taxation; C = [ovalid mechanism; D = Keadakjelasan birokrasi perizinam; E = Ketidakjelasan obyek pungutan; F =
Eetidswajaran tanfsmukiur tanff; & = Diskoneksi Isi dengan Touan; H = Kalengkapan yuridis; I = Eepastisn masa laku izin; J = Ketidskpastian sanksi dan kewajiban wajib
pangutan; K = Ketidakjelasan subyek; L = Aksas masyarakat kecil; M = Femimaan yang bersifat wajib; 1M = Felevansi acuan yuridis; O = Tidak bermazalah




Lampiran 2 5.
FERATURAN DAFRAH DAN JENIS PELANGGARANNYA:
Perda Retribusi Non Kategori
HNa MAMA DAERAH NOMOE. NAMA PERDA JENIS PELANGGARAN
FEEDA A|B |C (D I|E [F |G |H|I [T |E|L |M[MN|O
1 Bermasalsh Prinsip Perla
Dibatalkan
Fabupaten Aceh Teagah Perda 10:2001 Femibusi Hasil Hutan Ikutan v
Eabupaten Bengkualn Parda 232000 Fietmibusi Pemeriksazn Hewan | W WV
Selatan Temak dan Bahan Asal Hewan
Temak FKehiar Draerah
Eota Bogor Pearda 42001 Fietribusi Permnasukan dan W
Penanmningan serms
Pengzeliaran Hewan Temak
Eabupaten Gorontalo Parda 642000 Fietmibusi Pengamanan v W
Penzawasan dan Pembinasn
Peternakan
Fabupaten Indramayn Parda 112001 Fuetribusi Dispencasi Bongkar W
Muat Baranz
Propinsi Lampung Parda 82000 Fiemibusi Pengangkutan Bahan |V
Gualian Bambara, Bahan Baku
Semen dan Barang-Barang
Potensial Lainnya
Fabupaten Pasaman Perda 22001 Bemibusi Asal Komoditas W
Fabupaten Sanggau Parda 0/ 2000 Feetribusi Anghutan Tandan W
Buah Segar (TBS) Eelapa
Sawit, Inti Sawit (PE) dan
Minyak FKelapa Sawit
Fabupaten Serang Parda 7/2001 Feeribusi Eayu W
Propinsi Sulawesi Selatan Parda 519096 Fuetribusi Pengehiaran dan W
Pemasukan Dkan di Sulawesi
Selamn
Fabupaten Tolitoli Perda 262001 Feiribusi dan Pangntan Bukan v |V
Pajak Sumber Daya Perikanan
dan Eelautan
Sobtotal 1 B |1 |4
2 Bammasalzsh Substansi, Perln
Fuawisi
Fabupaten Bengkuln Perda 242000 Fuetribusi Hasil Hutan Tortsn v o|w v
Selatan
Fota Binms Perda 82000 Fuetribusi Perkanan v v
FEabupaten Blitar Perda 232000 Fetribusi Eartu Termak v v
Fabupaten Blitar Parda 242000 Fietribusi Pemeriksasn Deging v v
yang Berssal dani Luar Diaerah
dan Dipasarkan di Fabapaben
Blitar
Eota Bogor Perda 52001 Fietribusi Pemeriksasn Susu W
NIurni
Eabupaten Deli Serdsng Perda 122000 Fetribusi Pemeriksasn, v W
Pengawasan dan Penyediasn
Facum Api
Propinsi MNusa Tenggara Perda 15/2001 Fiembusi Pengujisn Alat Ulkur, v
Buarat Takar Timbang, dan
Perlenskapannya
Eota Tanzerang Parda 92000 Fiemibusi Fumsh Potonz
Hiewsn dan Tata Niaga Temsk
Sobtotal 2 - - - &2y o frp-f2f-ad-1-1-
Total B |1 |4 |4 2 3 1 1 2]-

Eeterangan: A = Merintangi free internal rade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; I = Ketidakjelasan birokrasi perizinan;

Eetidswajaran tariff'strukthur tariff; &

= Ketidakjelzsan obyek pungutan; F =

= Diskonelksi Isi dengan Tujuan; H = Eelengkapan yuridis; I = Eepastizn masa lskn izin; J = Ketidakpastisn sanksi dan kewajiban wajib
pmmgzutan; K = Ketidakjelasan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Eemiraan yang bersifat wajib; N = Felevansi scuan yuridis; O = Tidak bermacalah




Lampiran 2 4.
FERATUFRAN DAFFAH DAN JENIS PELANGGARANNY A
Perda Non-Pajak Non-Retribusi
WO, MAMA DAFRAH HNOMOR WAMA PEFDA JENIS PELANGGARAN
FEEDA AJB[([C|D|E |F |G [H|I |J |[E|LM[N|O
1 Bermasalsh Prinsip Perln
Dibatalkan
Fabupaten Cirebon Parda 532001 Penyelenggarasn pelalangan W v
ikan
Esabupaten Opan Komermg | Perda 112001 Pengelolasn dan Pemanfaatan v W
Ilir Sumber Diaya Eelautan,
Perikansn dan Lingkungan
Perairan
Esbupaten Opan Komermg | Perda 1272001 Tands Pencatatan Fegistan vV
It Perikanan ([ TPEPF)
Eabupaten Opan Komerng | Perda 132001 Punmesn Pemanfastan Sumber v
Ilir Diaya Ikan
Eabupaten Opan Komerng | Perda 142001 Materai Diaerah VOV
Ilir
Sobtotal 1 ERE 1 1
2 Barmasalsh Substansi Perln
Pewisi
Eabupaten Aceh Tengzh Parda 7/2001 Pangelolasn dan Pensmsahaan
Sarang Bunmg Wale
Eota Balikpapan Parda 162000 Larangsn Pengawsassn v
Penertiban, Peredaran, dan
Panjualan Minmman Beralkohol
Fota Balikpapan Perda 272000 Izin Crperasional Tempat v
Pendaratan Fapal
Fota Balikpapan Parda 282000 Izin Pengambilan dan v
Pengolshan Bahan Galian C
Fota Balikpapan Perda 302000 Izin Beklame v
Eota Banda Aceh Parda 9/2000 Pengelolaan Terminal dan WV
Pangkalan
Foota Banda Aceh Parda 10/2000 Penyelengrarzan Angkutan W v
Orang dan Barang di Jalan
Fabupaten Banzka Parda 62001 Pengzelolasn Pertambangan W W
Unnim
Fabupaten Bengkalis Prarda 2002000 Pengelolaan Sumber Daya W W
Perikansn di Wilayah Perairan
Fabupaten Bengkuln Parda 52000 Pedomsn Pengelolasn dan W
Selatan Pengusahasn Sarang Bumng
Walet
Fabupaten Bengkuln Parda 7/2001 Izin Permanfaatan Fayu pada v
Selatan Tansh Milik (TPETA)
Fabupaten Bengkuln Parda 972001 Izin Permanfaatan Kayu v v
Selatan
Fabupaten Beran Perda 2/2001 Pedomsn Penzelolaan dan v
Pangmsahasn Sarang Bumng
Walet
Propinsi Jawa Barat Pards 191008 Izin Usaha Pemotongan Hewan W
Antar Diserah
Propinsi Jawa Barat Parda 232000 Panebangan Pobon pada W
Parkebunan Besar
Propinsi Jawa Barat Prarda 242000 Usaha Pensolahan Teh
Fota Jogyakarts Parda 52001 Perizinan Angkutan v v
Fabupaten Fapuas Parda 62000 Pungutan Deerah dan L'
Penyetoran Iuran Kehutansan
dari Ixin Hak Permmgenrtan
Hasil Hutan Bemupa Exyu
Fabupaten Kapuas Pearda 112000 Izin Induso Kayu
Eabupaten Lombok Barat Parda 142001 Usaha Perikanan
Fabupaten Magelang Perda 52000 Bangman v v v
Fabupaten Magelang Parda 132001 Kartu Termak WV
Fabupaten Munara Enim Parda 22/2001 Izin Pembahan Pengzunsan v VR
Tansh
Fabupaten Muoara Enim Parda 232001 Surat Izin Termpat Tsaha V|V W
Fabupaten Muoara Enim Pards 32/2001 Panyelengearzan 1zaha W
Minyak dann Gas Bumi




WO, MAMA DAFRAH NOMOER. NAMA PERDA JENIS PELANGGARAN
PERDA AleJc o JeE JF Jo Ja]1]1r JEJLM][u]O
Fabupaten Muoara Enim Parda 342001 Panyelengearzan Sekolah v
Swasta
Fabupaten Mnara Enim Parda 392001 Izin Pemungutan Hasil Hutan v v
Eayu pada Tanaman dan Hutan
Froduksi Alam
Fabupaten Ogan Komering | Perda 172001 Sewa Pemakaisn Kendsraan v v
Tli Bermotor Dinas
Kabupaten Ogan Komerimg | Perda 252001 Parzinan Pemanfzatan Hasil W v
Tlit Hutan da Perizinan
Permmputan Hasil Hutan pada
Fabupaten Opsn Komering | Parda 2462001 Izin Permumeutan Kayn dan v
Tlir Bukan Kayn pada Hutan
Ruakyat, Kayu Cemcuk, dan
Pemimbunan Kayu pada
DepotEios
Fabupaten Opsn Komering | Perda 28,2001 Usaha Pertambanzan Timum
Tlix mengzensl Pajak Pengambilan
dan Pengelolaan
Fota Pekanbamu Prarda 772000 Izin Tempat Usaha W v
Fota Pekanbam Parda 92000 Parizinan Ussha Perikanan WV W
Fabupaten Poso Parda 232001 Pemanfaatan Hutan dan W W
Pemuneuian Hasil Hutsn
Fabupaten Serang Parda /2001 Pengelolasn Tempat Palslangan W W W
Ikan
Fabupaten Sumedans Parda 532000 Pengusahasn Pertambanzan W v
Daerah
Kota Surabaya Parda 10V2000 Eeteniusn Pensaunasn Jalan W v
Subtotal 2 1 15 | 2 3 1 (32 a1 )1 )1 (-{[-
3 Barmasalsh Tekmis, Perln
Dhirevisi
Fabupaten Tangerang Prarda 6/2000 Eerja sama Pemda dan Badan W
Usaha Swasta dalam
Pambanzunan dan atan
penselolasn Potensi Dhaerah
Fotamadya Tangerang Perda 172000 Ferja sama Pemda dan Badan v
Usaha Swasta
Snbtotal 3 2
4 Tidak Bemmasalah
Eota Balikpapan Perda 262000 Izin Ussha Hiburan dan W
Fekreasi Unmm
Eota Balikpapan Perda 282000 Izin Pemanfaatan Air Bawah W
Tanah dan Adr Permukasn
Eota Balikpapan Perda 332000 Penzamran Lalu Lintas Jalan W
Fabupaten Bantal Perda 5772000 Pengujian Berkala Feadaraan v
Barmotor
Fabupaten Benghkalis Perda 272001 Pambenmikan Organisasi dan W
Tata Kerja Fantor Pengelolaan
Pazar
Fabupaten Benpkalis Perda 32/2001 Pembentukan Orzanisasi dan v
Tata Kerja Fantor Penanamsan
Niodal
Eabupaten Cirebon Perda 552001 Penzelolasn Barang Diaersh W
Eabupaten Gorontalo Perda 132000 Penerimazn Sumbanzan Pihak W
Eetiza kepada Pemds
Fota Kupans Parda 5/ 2000 Anskutan Kota W
Fabupaten Ktz Perda 362000 | Ussha Perikanan WV
Fropinsi Musa Tenggara Perda 162001 Pungutzn Perikanan W
Barat
Eabupaten Tangerang Perda 2/2001 Peanyelengearzan Lalu Lintas W
Jalan
Subtotal 4 12
TOTAL 313 |2 11812 |13 |1 |32 a1 (1 f1]2]12

Eeterangan: 4 = Menntangi free internal rade; B = Diouble taxation; C = nvalid mechanism; D) = KEetidakjelasan birokrasi perizinan;
Ketdawajaran tanff'stmoknr tanf; & = Diskoneksi Isi dengan Tojuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Eepastian masa laku izn; T = Ketidakpastian sanksi dan kewajiban wajib

= Eetidakjelazsan obyek pungutan; F =

pangutan; K = Eetidakjelasan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Eemimaan yang bersifat wajib; 1 = Felevansi scuan yuridis; O = Tidsk bermasalah
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